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MOTTO 

Rencana Allah itu lebih baik dari rencanamu, jadi tetaplah berjuang dan berdoa, sehinga kau 

akan temukan bahwa ternyata memang Allah memberikan yang terbaik untukmu. 

"Sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan" (Q.S. Al-Insyirah : 6) 

Yang singkat itu adalah waktu, 

Y ang menipu itu adalah dunia, 

Yang dekat itu adalah kematian, 

Yang besar itu adalah hawa nafsu, 

Yang berat itu adalah amanah, 

. . . . . . . . . yang sulit itu adalah ikhlas, 

Yang mudah itu adalah berbuat dosa, 

Yang sering lupa itu adalah syukur 

(Imam A1 Gazali) 
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PENYELENGGARAAN HAJI DALAM PERSPEKTIF 

HUKUM PERSAINGAN USAHA 

ABSTRAKS 

Penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan di Indonesia, meliputi 
pengadaan transportasi (pesawat), katering, akomodasi, vaksin, dan biaya yang 
sangat malah bagi jamaah haji. Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia diatur 
dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah 
Haji. Pelaksanaan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji yang masih 
banyak menuai permasalahan, tidak adanya kompetisi oleh para pelaku usaha 
dalam pengadaan barang dan jasa. Pemerintah (Kementerian ' ~ ~ a m a )  dalam 
Undang-Undang diberikan hak monopoli. Kajian dalam penelitian 
memfokuskan pada kegiatan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia yang 
tidak sesuai dengan hukum persaingan usaha, serta penyelenggaraan ibadah haji 
yang sesuai dengan hukum persaingan usaha. Yang dikaitkan dengan Undang- 
Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan 
yuridis normative yang mengkaji peraturan pemndang-undangan dan pedoman 
KPPU yang tetap mengarah pada pokok permasalahan. Teori yang peneliti 
gunakan dalam membahas permasalahan ini adalah Undang-Undang No. 5 
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat. Berdasarkan kriteria yang diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang No.5 
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat, monopoli yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak tidak dapat 
dikatakan melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Pemberian hak 
monopoli kepaha pelaku usaha atas penyelenggaraan ibadah haji yang diatur 
dengan Undang-Undang adalah tidak berbenturan dengan apa yang dimaksud di 
dalam pedoman pelaksanaan Pasal5 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Haji merupakan salah satu rukun Islam kelima, haji dilakukan oleh umat 

minimal sekali seumur hidup. Syarat muslim untuk menjalankan ibadah haji 

adalah dewasa, bertanggung jawab (muknllafi dan mempunyai kemampuan 

untuk melaksanakan. Ibadah haji dilakukan pada waktu tertentu yaitu antara 

tanggal 8 Dzulhijah sampai 13 Dzulhijah setiap Tahun.' 

Di Indonesia Penyelenggaraan haji mempunyai landasan pada Undang- 

Undang No. 17 Tahun 1999 yang telah direvisi inenjadi Undang-Undang No. 

13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam Undang-Undang 

ini dinyatakan bahwa penanggung jawab penyelenggaran haji adalah 

Pemerintah, khususnya Kementerian Agama. Penyelenggaraan ibadah haji 

adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan 

perlindungan pelaksanaan haji.2 

Sejarah telah membuktikan, bahwa sejak zaman dahulu jauh sebelum 

kemerdekaan jumlah jamaah haji Indonesia dan sarnpai saat ini masih 

menempati posisi jumlah terbesar bila dibandingkan dengan Negara manapun, 

jumlahnya selalu berada pada kisaran 15-25% dari seluruh jamaah haji di Arab 

I http://www.kppu.go.id~docs/Positioning~Paper/haji.pdf ,"Evaluasi Kebijakan 
Pemerintah Terkait Dengan Persaingan Usaha Dalam Rancangun Pertrbahan Undang-Undang 
No. l7/1999 Tentang Penyelenggaraan Haji", laporan akhir,akses tanggal 15 September 201 3 

' Lihat Pasal 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang "Penyelenggaran Ibadah 
Haji ". 



Saudi. Besar jumlah jamaah haji itu tidak dibarengi dengan penyelennggaraan 

haji yang baik dan efisien. Sorotan masyarakat terhadap Penyelenggaraan 

ibadah haji belakangan ini semakin meningkat. Sorotan itu tidak terbatas pada 

penanganan dan penyelenggaraan ibadah haji yang tidak profesional, akan 

tetapi juga disertai dengan tuntutan dihapuskannya monopoli penyelenggaraan 

ibadah haji oleh pemerintah dalam ha1 ini Kementrian Agama. Karena, lembaga 

tersebut dinilai tidak mampu dan sudah saatnya untuk diserahkan pada swasta 

atau kepada pihak yang lebih mampu.3 

Meskipun telah diamandemen, Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 

yang baru tidak lebih baik dari Undang-Undang No.17 Tahun 1999 yaitu, 

bahwa pemerintah masih memonopoli kegiatan penyelenggaraan ibadah haji. 

Kelemahan Undang-Undang ini membawa dampak praktek monopoli dalam 

penyelenggaraan ibadah haji, Kementerian Agama masih bertindak menjadi 

operator sekaligus regulator (aktor) satu-satunya dalam penyelenggaran haji4 

Berdasarkan sistem yang berlaku, Kementerian Agama diberi kekuasaan 

monopoli penyelenggaraan haji di Indonesia. Diantara kegiatan monopoli oleh 

pemerintah dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 yang sekarang direvisi 

menjadi Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 yang tetap mengindikasikan 

http://~~~.kpp~.g~.id/docsPositioning~Paper/haji.pdf ,op.cit, akses 15 september 
2013 

4 http://www.hukumonline.com/berita~baca/hol17 15 llpenyelenggaraan-haj i-rentan- 
persaingan-usaha-tidak-sehat,"Penyelenggaraan Haji Rentan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat",akses 12 oktober 2013 



adanya monopolisasi pemerintah, setidaknya terdapat 20 bentuk monopoli 

Kementerian Agama, yaitu:5 

I. Menyelenggarakan ibadah haji, 

2. Menetapkan persyaratan dan jenis kegiatan Penyelenggaraan haji, 

3. Membentuk panitia Penyelenggaraan dan menunjuk petugas 

operasional, 

4. Mengusulkan dan mengurus Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 

(BPIH), 

5 .  Menerima, mengelola, menunjuk bank penerima pembayaran BPIH, 

6 .  Menentukan tata cara dan jumlah pengembalian BPIH, 

7. Menduduki kursi ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP 

DAU) 

8. Menetapkan tugas BP DAU 

9. Menun.uk instansi pendaftar calon jamaah 

10. Menetapkan tata cara dan jangka waktu pendaftaran 

1 1. Mengatur WNI di luar negeri yang akan menunaikan ibadah haji 

12. Mengatur kuota nasional 

13. Menetapkan pola dan tata cara pembinaan jamaah 

14. Menertibkan pedoman manasik dan panduan perjalanan haji 

1 5. Mengeluarkan paspor 

5 http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18191/ketertutupan-informasi- 
penyelenggaran-haji-pintu-masuk-korupsi, Informasi Penyelenggaraan Haji 
Pinttr Mascrk Korcpsi", akses 17 oktober 201 3 



16. Menunjuk pelaksana transportasi 

17. Menyediakan akomodasi jamaah haji 

18. Menetapkan penyelenggara haji khusus 

19. Mengatur penyelenggaraan haji khusus 

20. Mengatur ketentuan penyelenggaraan perjalanan urnrah 

Problematika yang te rjadi dalam pelaksanaan penyelenggaraan haji dari 

Tahun ke Tahun diantaranya adalah: katering, akomodasi, transportasi, 

kesehatan dan biaya yang sangat mahal untuk pergi bagi umat muslim 

Indonesia. 

Dalam pelayanan katering bagi jamaah haji saat berada di embarkasi 

dengan sistem katering yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun 

pelaksanaan yang terjadi melibatkan swasta, baik untuk katering di embarkasi 

maupun di Arab Saudi. Untuk katering di Arab Saudi dilayani oleh pihak 

swasta atau perusahaan Arab Saudi setelah melalui proses tender yang 

dilaksanakan oleh bidang urusan haji Jeddah. Adapun ketentuan yang berlaku 

di Arab Saudi, pengusaha atau penyedia layanan katering untuk semua jamaah 

haji yang berada di tanah suci adalah perusahaan dalam negeri (Arab Saudi), 

sehingga tidak akan dimungkinkan lagi perusahaan dari luar untuk ikut dalam 

penyediaan katering.6 

Namun yang terjadi di Lapangan adalah penyimpangan oleh perusahaan 

katering, dalam pengamatan yang dilakukan oleh tiin pengawas 

hftp://~~~.kpp~.g~.id~docs/Positioning~Paper/haji.pdf ,op.cit, akses 15 september 
2013 



penyelenggaraan. Ditemukannya dua perusahaan katering di Madinah yang 

berada dalam satu managemen, dengan kualitas makanan yang buruk dengan 

harga setengah dari yang telah ditentukan D P R . ~  Dengan adanya makanan yang 

busuk serta makanan yang kurang bergizi, yang diberikan kepada para jamaah 

haj i 

Permasalahan lain adalah dengan dihapuskannya transportasi 

menggunakan kapal laut Tahun 1974, perjalanan ibadah haji Indonesia beralih 

menggunakan pesawat Garuda Indonesia dan Saudi Airlenes yang menjadi 

satu-satunya transportasi dalam pengangkutan jamaah haji dengan tidak 

mengikutsertakan perusahaan penerbangan lain untuk bersaing dalam 

penawaran pelayanan penerbangan jamaah haji. Pasal 34 Undang-Undang No. 

13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji memberikan keleluasaan 

pada Menteri Agama untuk menunjuk pelaksanaan transportasi jamaah haji. 

Pasal tersebut dijadikan alat untuk melegitimasi penunjukan langsung 

pelaksana transportasi jamaah haji meski Pasal ini bertentangan dengan Pasal 

lain. Dalam Keputusan Menteri Agama No. 63 Tahun 20 13 tentang Penetapan 

Pelaksana Transportasi Udara Jamaah Haji Indonesia, Menteri Agama 

menetapkan PT. Garuda Indonesia dan Saudi Arabia Airlines sebagai pelaksana 

transportasi udara jamaah haji Tahun 1434Hl20 1 3 ~ . *  

- -- - 

http://news.detik.com/read/2O11/12/05/174852/1783 196/1O/evaluasi-haji-komisi-viii- 
dpr-kemenag-lakukan-kesalahan-besar, "Evakrasi Haji, Komisi VIII DPR: Kemenag Laktlkan 
Kesalah Besar", akses 24 oktober 2013 

* Lihat Keputusan Menteri Agama No 63 Tahun 2013 Tentang "Penetapan Pelaksana 
Transportasi Udara Jamaah Haji Indonesia" 



Sistem penunjukan langsung yang dilakukan oleh Kementerian Agama 

melalui proses penetapan spesifikasi angkutan haji, dengan penawaran terbatas 

dan negosiasi.9 

Padahal Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan 

Barang dan Jasa, untuk proses pengadaan barang (pesawat haji) harus dengan 

mekanisme pelelangan terbuka. PT Garuda Indonesia dalam melayani 

pemberangkatan haji telah melakukan praktek monopoli dan bertentangan 

dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang 

melarang praktek monopoli dalam Penyelenggaraan penerbangan. Dalam Pasal 

2 dan 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Penyelenggaraan Penerbangan 

berdasarkan asas keadilan, keterbukaan dan anti monopoli untuk mewujudkan 

penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, 

dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha tidak 

sehat.1° Praktek Monopoli yang dilakukan oleh Menteri Agama dalam 

pengadaan angkutan jamaah haji oleh Garuda melalui penunjukan langsung 

tanpa proses lelang umum, mengakibatkan jamaah haji membayar tarif 

penerbangan berpotensi lebih mahal karena tidak adanya perbandingan dengan 

penerbangan lain. 

Pemondokan yang berada di Arab Saudi diatur sesuai dengan ketentuan 

pemerintah di Arab Saudi, sistem penyewaan yang dilakukan secara langsung 

http://www.kppu.go.id/docs/Positioning~Paper/haji.pdop.,cit,akses tanggal 15 
september 201 3 

10 Lihat Pasal ldan 2 Undang-Undang No 1 Tahun 2009 "Tentang Penerbangan". 
11 http://www.antaranews.com/berita~299407/hentikan-penunjukan-langsung- 

transportasi-haji,Hentikan Penzinjz~kan Langsung Transportasi Haji", akses 2 januari 2014 



oleh pemerintah yaitu pemilik rumah dengan pihak penyewa. Prosedur 

penyewaan rumah di Arab Saudi dimulai dengan pembicaraan antara misi haji 

Indonesia dengan menteri haji Arab Saudi yang hasilnya dituangkan dalam 

kesepakatan yang mengikat antara dengan jumlah jamaah, kesiapan angkutan 

dan penyedian pemondokan. Setelah persyaratan terpenuhi dilakukan proses 

tender guna menyeleksi kriteria pemondokan yang sesuai dengan standar yang 

dikehendaki.I2 Narnun pada saat penginapan di Mina telah terjadi dengan 

adanya tenda yang kurang memadai dengan jumlah jamaah yang banyak, ada 

juga tenda jamaah haji Indonesia yang dijual kepada warga Negara asing. 

Untuk katering dan pemondokan di Arab Saudi, tidak dapat dilakukan 

mekanisme tender karena hams mengikuti regulasi Pemerintah Arab Saudi 

bahwa pelaksanaannya hams dengan perusahaadpemilik warga Negara Arab 

~ a u d i .  l 3  

Dalam pengadaan alat kesehatan yaitu penggunaan vaksin meningitis 

untuk para calon jarnaah haji. Pengadaan vaksin yang dilakukan oleh 

Kementerian Kesehatan dilakukan dengan proses tender terbuka, namun hanya 

ada satu peserta tender dalam pengadaan vaksin yang ditunjuk oleh 

Kementerian Kesehatan yaitu PT. Biofarma produsen vaksin (Glaxosmithkline) 

GSK asal Belgia telah memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan yang telah 

12 http://www.kppu.go.id~docs/Positioning~Paper/haji.pdf,op.cit,akses tanggal 15 
September 201 3 

13 hhttp:llwww.kppu.go.id~docs/Majalah%20Kompetisi/kompetisi~2007~edisi 09.pdf, 
"Upaya Pembenahan Penyelenggaraan Haji (Saran dan Pertimbangan KPPU terhadap 
Kebijakan Penyelenggaraan Haji)," Majalah Kornpetisi, Edisi 9, 2007, akses 12 November 
2013 



ditetapkan Kementerian Kesehatan tersebut adalah, mutu dan keamanan, serta 

telah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan produsen 

dapat menyediakan stok vaksin dengan jumlah banyak dalam waktu yang 

singkat. Sedangkan di Indonesia terdapat tiga produsen vaksin meningitis yaitu, 

Novartis dari Italia, Tian Yuan dari Cina dan Glaxosmithkline asal Belgia. 

Namun kedua produsen vaksin Novaris dan Tian Yuan menurut Kementerian 

Kesehatan tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan.I4 Kementerian 

Kesehatan dalam melakukan penggadaan vaksin tidak sesuai dengan Peraturan 

Presiden No. 70 Tahun 2012 serta telah melakukan praktek monopoli. 

KPPU menilai dalam kebijakan mengenai tarif dalam Undang-Undang 

haji adalah biaya Penyelenggaraan ibadah haji (BPM) yang cenderung 

menyebabkan adanya persaingan usaha tidak sehat. Biaya Penyelenggaraan haji 

yang ditetapkan oleh presiden Tahun sebelurnnya berdasarkan usulan Menteri 

Agama yang telah mendapatkan persetujuan dari DPR usulan biaya oprasional 

Penyelenggaraan ibadah haji diajukan berdasarkan biaya tahun sebelumnya. 

Dengan demikian informasi besaran biaya praktis tidak mempertimbangkan 

dorongan efisiensi yang dapat saja dilakukan oleh penyelenggara haji swasta.I5 

Karena pasar yang diatur secara kakd rigid, bahkan dapat dipersepsikan 

oleh swasta sebagai sesuatu yang diterima secara kaku, sehingga 

14 http://www.jurnalhaji.com/berita~pemerintah-putuskan-jamaah-haji-gunakan-vaksin- 

meningitis-dari-gskl, "Pemerintah Pzrttrsan Jarnaah Haji Gzrnakan Meningitis dari GSK", akses 
2 januari 2014 

l 5  http://~~~.hukumonline.com/berita~baca/ho1171.5 1IPenyelenggaraan-haji-rentan- 
persaingan-usaha-tidak-sehat, "Penyelenggaraan Haji Rentan Persaingan Usaha Tidak Sehat ", 
akses 12 oktober 2013 



mengakibatkan monopolisasi pasar penyelenggaraan ibadah haji menjadi 

terjustifikasi. Ini dapat dilihat melalui biaya penyelenggaran ibadah haji biasa 

dan BPIH plus yang dikonstruksikan oleh sistem ataupun regulasi 

penyelenggaraan haji masih diskriminatif dan adanya eksploitasi pasar yang 

terjadi ditujukan pada segrnentasi pasar haji.16 

Persoalan pengelolaan biaya penyelenggaraan haji yang belum 

transparan. Dalam Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2010 tentang Biaya 

Penyelenggaraan Ibadah Haji, tidak adanya pengaturan secara jelas biaya mana 

yang hams ditanggung oleh jamaah haji dan yang ditanggung oleh Negara.I7 

Bagi jamaah haji yang menyetor biaya penyelenggaraan haji belum adanya 

penetapan dari pemerintah berapa besar biaya yang harus dibayar, serta BPIH 

tidak menjelaskan komponen-komponen yang harus dibayar oleh calon jamaah 

haji sebelwn menyetorkan uang untuk tabungan haji. 

Dalam penelusuran ICW penyelenggaraan ibadah haji terjadi 

penyelewengan pada penggadaan valuta asing (Saudi RiyalISAR), pengadaan 

yang dilakukan dengan cara penunjukan langsung serta nilai tukar uang living 

cost dibawah patokan kurs yang telah ditetapkan kementrian keuangan. 

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2010 tentang Biaya 

Penyelenggaraan Ibadah Haji bahwa penanggung jawab penyedia valuta asing 

adalah BI dan BPS-BPIH. Penunjukan langsung yang dilakukan oleh 

Kementerian Agama pada Bank Pengelola Setoran yaitu, Mandiri, BNI dan 

- - 

l 6  Ibid. 
l7  Lihat Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2010 "Tentang Biaya Penyelenggaraan 

Ibadah Haji ". 



BRI, namun ketiga BPS ini tidak mematuhi nilai tukar yang telah ditentukan 

oleh Kementerian Agama sebesar AS$ 3,71.18 Sedangkan berdasarkan 

Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, 

pada prinsip dasar pengadaan barang dan jasa mengharuskan pengumuman 

lelang tender terbuka pada publik dengan tidak melakukan diskriminasi. l 9  

Dengan dijelaskannya mengenai isu penyelenggaraan haji di Indonesia 

ini, jika dikaitkan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Apa dalam kegiatan 

Penyelenggaraan haji yang dilakukan oleh Keinenterian Agama yang tidak 

sesuai dengan hukum persaingan usaha, dan bagaimana seharusnya 

penyelenggaran haji yang sesuai dengan hukum persaingan usaha, yang pada 

akhiinya berpengaruh terhadap pelayanan penyelenggaraan haji dikemudian 

hari agar lebih baik. 

18 h t t p : / / w w w . h u k u m o n l i n e . c o m / b e r i t a ~ b a c a / l i - 2 O l O - m a s i h -  
terjadi-penyelewengan, "Ibadah haji 2010 masih TeQadi penyelewengan" akses 12 oktober 
2013 

l 9  Lihat Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang' Pengadaan Barang dun 
Jasa ". 



B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dalam tesis ini 

akan menganalisis permasalahan sebagai berikut: 

1. Apa kegiatan penyelenggaraan haji di Indonesia yang tidak sesuai 

dengan hukum persaingan usaha? 

2. Bagaimana penyelenggaraan haji yang sesuai dengan hukum 

persaingan usaha? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kegiatan penyelenggaraan haji 

di Indonesia yang tidak sesuai dengan hukum persaingan usaha. 

2. Untuk memahami hal-ha1 yang sehaiusnya dalam penyelenggaran 

haji yang sesuai dengan hukum persaingan usaha. 

D. Kerangka Teori 

Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis data dalam 

penulisan ini adalah dengan menggunakan prinsip-prinsip persaingan usaha 

yang ada dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disesuaikan dengan 

Penyelenggaraan haji di Indonesia. 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 definisi dari 

monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau atas penggunaan jasa 



tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha. Sedangkan Pasal 1 

angka 2 pengertian dari praktek monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi 

oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi 

dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan 

persaingan usaha tidak sehat dan dapat menentukan harga barang dan atau 

j a ~ a . ~ '  

Monopoli berasal dari kata 'monos' yang berarti sendiri dan 'polein' 

yang berarti penjual. Secara sederhana pengertian monopoli sebagai suatu 

kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan (stpply) suatu barang 

atau jasa tertentx2' Pengertian secara umum adalah jika ada satu pelaku usaha 

(penjual) ternyata merupakan satu-satunya penjual bagi produk barang dan jasa 

tertentu, dan pada pasar tersebut tidak terdapat produk subtitusi (penganti). 

Istilah monopoli sering dipakai orang untuk menunjuk tiga titik berat 

yang berbeda. Pertama, monopoli dipakai untuk mengambarkan suatu struktur 

pasar (keadaan korelatif permintaan dan penawaran). Kedtia, monopoli juga 

sering dipergunakan untuk mengambarkan suatu posisi.Yang dimaksudkan 

adalah posisi penjual yang memiliki penguasaan dan kontrol ekslusif atas 

barang atau jasa tertentu. Ketiga, monopoli juga digunakan untuk 

mengambarkan kekuatan yang dipegang oleh penjual untuk menguasai 

penawaran, menentukan harga, serta memanipulasi harga. 

20 Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang "larangan 
praktek monopoli dun persaingan usaha tidak sehat " 

21 Arie Siswanto, " H u h m  Persaingan Usaha", Ghalia Indonesia, Cet. Pertama, 
Jakarta, 2002,hlm.18 



Praktek monopoli ini merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh 

satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainnya produksi 

dantatau pemasaran barang atau jasa tertentu sehingga dapat menimbulkan 

persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Unsur- 

unsur dari praktek monopoli yaitu :22 

1. Terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku 

usaha; 

2. Terdapat penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa 

tertentu; 

3.  Terjadi persaingan usaha tidak sehat, sel-ta; 

4. Tindakan tersebut merugikan kepentingan umum. 

Praktek monopoli menurut pengertian the Sherman Act ini adalah 

tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan menggunakan kekuatan 

monopoli (monopoly power) atas suatu pasar produk dan atau pasar geografis 

(pasar yang bersangkutan) t e r ~ e b u t . ~ ~  

Persaingan usaha dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 

bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam 

22 Andi Fahmi Lubis, et.al, Andi Fahmi Lubis, et.al., Hukum Persaingan Usaha Antara 
Teks Dan Konteks, Jakarta, KPPU, 2009, hlm 133 

23 Ibid 



competition) dan efektif pada suatu pasar tertentu, yang mendorong agar pelaku 

usaha melakukan efisiensi agar mampu bersaing dengan para pesaingnya.27 

Arie siswanto, mengemukakan bahwa hukum persaingan usaha 

(competition law) merupakan instrument hukum yang menentukan tentang 

bagaimana persaingan itu hams dilakukan. Meskipun secara khusus 

menekankan pada aspek "persaingan", hukum persaingan juga berkaitan erat 
F--- 

dengan pemberantasan monopoli, karena yang juga menjadi perhatian dari 

hukum persaingan adalah mengatur persaingan sedemikian rupa sehingga ia 

tidak menjadi sarana untuk mendapatkan m ~ n o ~ o l i . ~ *  

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum normatif. Hal-ha1 yang menjadi masalah diuraikan dan dicari 

hukum serta doktrin yang ada guna menjawab isu yang dianggap sebagai 

masalah hukum. 

2. Sumber Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini akan digunakan data sekunder, yang meliputi 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

Bahan hukum primer yaitu 

a. Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji 

- 

27 Andi Fahmi Lubis, et.al., op.cit., hlm.14 
28 Suhasril, Mohammad Taufik Makarao,op.cit, hlm.37 



b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

c. Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 

d. Peraturan Presiden No. 5 1 Tahun 20 10 tentang Biaya Penyelenggaraan 

Haji Ibadah Haji 

e. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan 

Jasa Pemerintah 

f. Keputusan Menteri Agama No. 63 Tahun 2013 tentang Penetapan 

Pelaksanaan Transportasi Udara Jamaah Haji 

Bahan hukum sekunder yang memberikan petunjuk dan kejelasan 

terhadap bahan hukum primer bersumber dari bahan hukum yang berupa 

dokumen, buku-buku literatur, artikel hukum, jurnal hukum,hasil penelitian, 

data online dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

dan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang 

berupa kamus hukum. 

3. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis 

normatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan pedoman KPPU 

dengan tetap mengarah pada permasalahan yang ada. 

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Penyusunan penelitian ini menggunakan carauntuk memperoleh bahan- 

bahan dan keterangan-keterangan yang diperlukan sesuai pokok pembahasan 



dengan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan-bahan yang 

hamsdikumpulkan untuk keperluan penelitian ini. Setelah bahan-bahan di 

wilayah pembahasan. Adapun penelitian ini dilakukan terhadap buku-buku, 

majalah-majalah, surat kabar-surat kabar, serta keputusan-keputusan atau 

peraturan perundang-Undangan lain yang berhubungan dengan penulisan. 

5. Analisis Data 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah 

metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif 

adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat 

dalam peraturan pemndang-undangan, peraturan-peraturan dan kebijakan- 

kebijakan Pemerintah. 

F. Sistematika Penulisan 

Keseluruhan penelitian ini disajikan dalam empat bab, sebagaimana 

diuraikan di bawah ini yang terkait dengan lainnya. Agar memperoleh bentuk 

tulisan yang baik, mudah dipahami dan dimengerti, maka secara kronologis 

pembahasan ini dibagi dalam bab-bab dan tiap bab terbagi dalam sub bab. 

Adapun sistematika pembahasan adalah pendahuluan, gambaran umum 

pelaksanaan Penyelenggaraan haji, analisis ketentuan dalam Undang-Undang 

yang terkait dalam Penyelenggaraan haji. 

Bab pertama sebagai pendahuluan menguraikan pentingnya 

diadakannya penelitian mengenai peran serta pemerintah dan kebijakan- 

kebijakan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan haji di Indonesia. 



Bab pendahuluan ini menjelaskan pokok permasalahan yang akan 

diteliti. Untuk lebih mengarahkan pelaksanaan dalam penelitian ini, disususn 

suatu kerangka teori. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. 

Bab kedua menyajikan pelaksanaan dan Penyelenggaraan haji oleh 

pemerintah sebagai satu-satunya penyelenggara haji di Indonesia. Dimulai dari 

sejarah singkat penyelenggaraan haji di Indonesia, kemudian organisasi- 

organisasi terkait penyelenggaraan haji,quota dan realisasi pemberangkatan 

jamaah Haji, biaya penyelenggaraan Haji, transportasi jamaah Haji, akomodasi, 

dan penyediaan katering jamaah Haji Indonesia. Serta membahas tentang 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 

1999. 

Bab ketiga membahas tentang penyelenggaraan haji di Indonesia yang 

tidak sesuai dengan hukum persaingan usaha dan penyelenggaraan haji yang 

sesuai dengan hukum persaingan usaha. 

Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran 

sebagai hasil akhir dari penulisan ini. 



BAB I1 

TINJAUAN UMUM PENYELENGGARAN HAJI DI INDONESIA 

A. Sejarah Penyelenggaraan Haji Di Indonesia 

Umat islam di Indonesia mulai menunaikan ibadah haji tidak diketahui 

secara pasti, tapi menurut literature sejarah telah dimulai sejak islam masuk ke 

Indonesia pada sekitar abad 12 M, yang dilaksanakan secara perorangan dan 

kelompok dalam jumlah yang kecil serta belum dilaksanakan secara massal. 

Sejak berdirinya kerajaan islam di Indonesia peijalanan haji mulai dilaksanakan 

secara rutin setiap Tahunnya dan semakin meningkat jumlahnya setelah 

berdirinya kerajaan pasai di Aceh pada Tahun 1292.'~ 

1. Masa Kolonial Belanda 

Pada masa penjajahan Belanda, Penyelenggaraan ibadah haji dilakukan 

untuk menarik hati rakyat sehingga mengesankan bahwa pemerintahan Hindia 

Belanda tidak menghalangi umat islam melaksanakan ibadah haji meskipun 

dengan keterbatasan fasilitas yang sebenarnya kurang bermartabat, dimana 

pengangkutan haji dilakukan dengan kapal KONGSI TIGA yaitu kapal dagang 

yang biasa digunakan untuk mengangkut barang dagangan, demikian juga 

tempat istirahat jamaah haji di kapal yang sama. Faktor yang dominan dalam 

masalah perjalanan haji pada masa penjajahan, yaitu keamanan di perjalanan 

dan fasilitas angkutan jamaah haji masih sangai: minim. Namun demikian ha1 

29 Sumuran Harahap dan Mursyidi, Lintasan Sejarah Perjalanan Jamaah Haji 
Indonesia, Insan Cemerlang bekerjasama dengan PT Intimedia Cipta Nusantara, Jakarta, 1984, 
hlm. 3 



tersebut tidak mengurangi animo dan keinginan umat Islam untuk 

melaksanakan ibadah haji, bahkan jumlahnya mulai meningkat secara cepat, 

yang diperkirakan mulai sejak Tahun 191 o .~ '  

Pada Tahun 1921 umat Islam mulai bergerak melakukan upaya 

perbaikan ibadah haji yang dipelopori KH Ahmad Dahlan, dengan menuntut 

KONGSI TIGA melakukan perbaikan pelayanan pengangkutan ibadah haji 

Indonesia. Pada Tahun 1922 volksraad mengadakan perubahan pada pelgrims 

ordannantie, sedangkan Hoofdbest~ltlr Muhammadiyah mengutus anggotanya, 

KHM Sudjak dan M. Wirjopertolno ke Mekkah untuk meninjau dan 

mempelajari masalah yang menyangkut perjalanan haji. Hasil dari upaya-upaya 

tersebut ditetapkan dalam ordonansi haji 1922 pemerintah Hindia Belanda. 

Ordonansi tersebut diantaranya mengatur mengenai angkutan jamaah haji, 

keamanan dan fasilitas angkutan selama dalam peljalanan. Karena 

permasalahan, yaitu keamanan dan fasilitas angkutan pada dasarnya telah 

teratasi, maka dengan sendirinya jumlah jamaah haji di Indonesia pada saat itu 

terns melonjak. 

Pada Tahun 1930 kongres Muhamrnadiyah ke-17 di Minangkabau 

mencetuskan pemikiran untuk membangun pelayaran sendiri bagi jamaah haji 

Indonesia. Pada Tahun 1932, berkat perjuangan Volskraad, Wiwoho dan 

kawan-kawan, Pelgrims Ordanatie 1922 dengan Staatblaad 1932 nomor 554 

mendapat perubahan pada itrtikel 22a yang memberikan dasar hukum atas 

30 http://www.kppu.go.id~docs/Positioning~Paper/haji.pdf op.,cit, akses tanggal 15 
September 201 3 



pemberian dasar hukum atas pemberian ijin bagi organisasi bnnafide bangsa 

Indonesia (umat Islam Indonesia) untuk mengadakan pelayaran haji dan 

perdagangan. 3 1 

2. Masa Setelah Kemerdekaan Indonesia 

Pemerintah Indonesia pada Tahun 1948 mengirimkan misi haji ke 

Mekkah yang beranggotakan: KRH Moh. Adnan, H Ismail Banda, H Saleh 

Suady, H Samsir Sultan Ameh, untuk menghadapi Raja Saudi Arabia, Ibnu 

Saud dan pada saat itu juga bendera Merah-Putih pertama kali dikibarkan di 

Arafah. Pada Tahun 1949 jumlah jamaah haji yang diberangkatkan mencapai 

9.892 orang dan pada Tahun 1950 mencapai angka 10.000 orang yang ditambah 

1.843 orang yang berangkat secara mandiri. Penyelenggaraan ibadah haji pada 

masa ini dilakukan oleh Penyelenggara Haji Indonesia (PHI) yang berada di 

setiap kare~idenan.~~ 

Pada Tahun 1952 dibentuk perusahaan pelayaran PT Pelayaran Muslim 

yang disetujui oleh Menteri Agama sebagai satu-satunya perusahaan yang 

menjadi panitia haji. Besarnya jumlah masyarakat yang berminat untuk 

menunaikan ibadah haji, sementara fasilitas yang tersedia sangat terbatas, 

Menteri Agama memberlakukan sistem quotu, yaitu jurnlah jatah yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah pusat ke daerah berdasarkan minat masyarakat 

untuk menunaikan ibadah haji dari masing-masing daerah dengan pertimbangan 

3 '  Perserikatan Muhammadiyah yang didirikan oleh KH.Ahmad Dahlan mendirikan 
Bagian Penolong Haji yang diketuai oleh KH. M. Sudjak, dan inilah merupakan perintis dan 
mengilhami adanya Direktorat Urusan Haji. 

32 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Tirnt~r Tengah Dan Kepulauan Ntrsantara Abad 
Xvii &Xvii: Akar Pembaruan Islam Indonesia, Kencana, Jakarta, 2004, hal. 21. 



skala prioritas. Meski ketika itu kecenderungan terus meningkatkan biaya haji 

terjadi, namun tetap saja jumlah masyarakat yang melakukan ibadah haji tetap 

juga meningkat. Sebagai informasi biaya pada Tahun 1949 Rp 3.395,14. Pada 

Tahun 1950 dan 1951 meningkat dua kali lipat menjadi sebesar Rp 6.487,25. 

Berikut perkembangan jurnlah jamaah haji dan ongkos naik haji dari Tahun 

1954 sampai dengan 1 959:33 

Perkembangan iumlah jamaah haii dan onnkos naik haii (1954-19591 

Selanjutnya pada Tahun 1962, dibentuklah sebuah panitia yang mandiri 

Tahun 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

yaitu panitia pemberangkatan dan pemulangan haji (PPPH). Panitia ini 

ONH Udara 
23.304 
22.000 

diberikan kewenangan penuh dalam menyelesaikan setiap pennasalahan yang 

ONH Laut 
8.000 
8.200 

Total Jamaah 
10.676 
12.621 

S~unber: Ahmad Nicijam A.latief hannn (2000) 

13.424 
16.842 
10.314 
10.318 

timbul dan pengambilan keputusan dilakukan oleh ketua panitia atas 

persetujuan Menteri Agama, tanpa melibatkan departemen secara langsung.34 

Lewat Laut 
10.324 
12.333 

- 

13.184 
16.842 
10.136 
10.318 

Pada Tahun 1962, biaya haji sebesar Rp. 60.000 dan pada Tahun 1963 

Lewat Udara 
240 
288 

biaya haji naik signifikan hamper 3,5 kali lipat menjadi Rp. 200.000. Tidak 

- 

240 

146 

lebih dari 2 Tahun, pada Tahun 1964 pemerintah mengambil alih kewenangan 

PPPH dengan membubarkannya, selanjutnya kewenangan tersebut diserahkan 

kembali kepada Dirjen Urusan Haji (DUHA). Pada Tahun 19641 biaya haji 

33 http://www.kpp~.go.id/docs/Positioning_Pi.pdf ,op.cif., akses 15 September 
2013 

34 Ibid 

25.300 - 

59.000 

10.000 
21.071 
28.200 
35.00 -- 



dengan kapal laut ditetapkan sebesar Rp. 400.000 sedangkan dengan pesawat 

udara ditentukan sebesar Rp. 1.400.000. Ditahun 1964 juga dibentuklah PT. 

Arafat untuk mengatasi pennasalahan angkutan laut yang sebelurnnya 

dilakukan oleh PT. Muslim Indonesia, sebagaimana disuratkan dalam 

Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1964. 

Akibat situasi kenegaraan yang tidak menentu, paksa peristiwa G-30s- 

PKI, berpengaruh terhadap kondisi ekonomi, mengakibatkan nilai rupiah 

terhadap mata uang asing mengalami penurunan yang sangat tajam, sehingga 

dengan Keputusan Menteri Urusan Haji Nomor 13211965 penentuan biaya haji 

yang mengalami kenaikan sangat drastis ini tidak menurunkan minat calon 

jamaah haji, dimana jumlah jamaah haji pada Tahun bersangkutan mencapai 

15.000 orang. 

3. Periode 1996 s.d 1998 

Pada masa ini dilakukan perubahan struktur dan tata organisasi Menteri 

Urusan Haji dan mengalihkan tugas Penyelenggaraan haji di bawah wewenang 

Direktur Jenderal Urusan Haji, Departemen Agama, tennasuk mengenai 

penetapan besaran biaya, sistem menejerial dan bentuk organisasi yang 

kemudian ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Urusan Haji Nomor 105 tahun 

1966. Pada tahun tersebut, penetapan biaya perjalanan ibadah haji ditetapkan 

dalam tiga kategori, yaitu dengan kapal laut, haji berdikari dan haji dengan 

pesawat udara. Dengan diberlakukannya kembali calon jamaah haji berdikari, 

maka sejak tahun 1967 Penyelenggaraan ibadah haji dikembalikan kepada 

Menteri Agama melalui Keputusan Presiden Nomor 92 tahun 1967 yang 



memberikan wewenang kepada Menteri Agama untuk menentukan besarnya 

biaya haji. Namun pada tahun 1968 besaran biaya haji kembali ditetapkan oleh 

Dirjen Urusan Haji dengan Keputusan Nomor 11 1 tahun 1968. Pada tahun 1968 

ini, calon jamaah haji mulai merasakan bahwa pelayanan perjalanan haji yang 

dilakukan oleh swasta biayanya mahal dibandingkan dengan Penyelenggaraan 

haji oleh pemerintah. Di samping itu banyak calon jamaah haji yang 

keberangkatannya diurus oleh biro-biro perjalanan haji swasta ketika itu, 

mengalami gaga1 berangkat menunaikan ibadah haji dikarenakan keterbatasan 

alat transportasi laut .35 

Bercermin pada pengalaman burukyang dialami oleh masyarakat calon 

jamaah haji, maka pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 

1969 menetapkan kebijaksanaan bahwa seluruh pelaksanaan Penyelenggaraan 

ibadah haji diproses dan diurus oleh pemeiintah,dan mengharapkan calon 

jamaah haji agar dalam menjalankan ibadah haji melalui prosedur resi sesuai 

ketetapan pemerintah.36 

4. Periode 1999 s.d. Sekarang 

Sorotan masyarakat terhadap inefisiensi dan biaya tinggi dalam segenap 

proses Penyelenggaraan ibadah haji mewarnai perubahan kebijakan pada 

tahapan masalfase ini. Melalui Keputusan Presiden Nomor 119 tahun 1998, 

pemerintah menghapus monopoli angkutan haji dengan mengijinkan kepada 

35 Dick Douwes dan Nico Kaptein.lndonesia dan Haji, (Terj.Soedarso Soekamo), 
INIS, Jakarta, 1997, hlm. 67 

36 http://~~~.kpp~.g~.id/docs/Positioning_Pi.pdf ,op.cit., akses 15 September 
2013 



perusahaan penerbangan asing, Saudi Arabian Airlines, untuk melaksanakan 

angkutan haji. Akibat kebijakan tersebut, biaya angkutan penerbangan dapat 

ditekan dari US$ 1.750,- menjadi US$ 1.200,-. Penurunan tarif ini juga sebagai 

imbas dari penghapusan pengenaan royalti per jamaah haji kepada pemerintah 

Arab Saudi yang besarnya US$ 100,- per penurnpang (sebagai kompensasi atas 

diikutsertakannya Saudi Arabian Airlines dalam pengangkutan jamaah haji 

Indonesia). 

Setelah 54 tahun Penyelenggaraan ibadah haji, baru pada tahun 1999 

pertama kali diterbitkan Undang-Undang Nolnor 17 tahun 1999 tentang 

Penyelenggaran Ibadah Haji sebagai pijakan yang h a t  dalam Penyelenggaraan 

haji Indonesia. Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 17 tersebut, 

Penyelenggaraan haji Indonesia bersandar pada ketentuan perUndang- 

Undangan ini. Sedangkan pelaksanaan haji di Arab Saudi disesuaikan dengan 

ketentuan yang berlaku di Negara tersebut sebagaimana tercantum dalam 

' Taklimn tul Hcljj' yang lnengatur berbagai aspek pelaksanaan haji, sepel-ti 

pemondokan, transportasi, dan ketentuan teknis pelaksanaan ibadah seperti 

jadwal waktu pelemparan jumrah dan transportasi jamaah haji untuk Arafah- 

Muzdalifah-Mina dengan sistem Taraddudi. 37 

37http://74. 125.153.132/search?q=cache:UIgCgciFzUsJ:www.eramuslim.comlberita~nasi 
onallmenag-tender-untuk-pemondokan-haji-belum- 
bisadilakukan.htm+%22Taklimatul+Hajj+adalah%22&cd=2&hl=en&ct=clnk&gI=id&client=fir 
efox-a."Tender Untzik Pemondokan Haji Belzrm Bisa Dilaktrkan" akses 22 oktober 2013 



B. Organisasi-Organisasi Terkait Penyelenggaraan Haji 

Penyelenggaraan haji menjadi tanggung jawab Menteri Agama yang 

dalam melaksanakan sehari-harinya secara struktural dan teknis fungsional 

dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Urusan 

Haji (BIUH). Ditjen BIUH dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama 

lVomor 6 Tahun 1979 (merupakan penggabungan dari ditjen bimbingan 

masyarakat islam dan ditjen urusan haji), yang memiliki dua unit tekhnis yaitu 

Direktorat Penyelenggaraan Urusan Haji dan Direktorat Pembinaan Urusan 

Haji. Ditjen BIUH merupakan pelaksana teknis penyelenggaraan haji untuk 

tingkat pusat, yang mempunyai tugas dan fungsi menjalankan sebagian tugas 

pokok Department Agama di bidang bimbingan masyarakat Islam dan urusan 

haji serta menyelenggarakan fungsi perumusan, pelaksanakan dan pengendalian 

kebijaksanaan teknis bimbingan masyarakat, penerangan dan urusan haji. 

Dengan kata lain, unit teknis yang mempunyai fungsi sebagai penanggung 

jawab (leading sector) dalam penyelenggaraan haji dan telah mendapat delegasi 

wewenang dalam ha1 fungsi perumusan, pelaksanaan dan pengendlian 

kebijaksanaan teknis penyelenggaraan haji diberikan kepada satuan unit kerja 

Ditgara Haji dan Ditbina ~ a j i . ~ ~  

Untuk pelaksanaan koordinasi di daerah dan di Arab Saudi maka 

masing-masing daerah tersebut ditetapkan struktur penyelenggaraan haji 

sebagai berikut: 

38 http://w~w.kpp~.go.id/docs/Positioning~Paper/haj.pdf ,op.cit., akses 15 September 
2013 



1. Koordinator penyelenggaraan ibadah haji provinsi adalah gubernur dan 

pelaksanaan sehari-hari oleh kepala kantor wilayah (Kakanwil) Depag 

selaku kastaf; 

2. Koordinator penyelenggaraan ibadah haji di kabupatenlkota, adalah 

bupatilkota; 

3. Koordinasi penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi adalah kepala 

penvakilan RI dibantu oleh Konsul Jenderal RI Jeddah sebagai 

koordinator harian. 

Sedangkan pelaksanaan sehari-hari dijalankan oleh kepala bidang 

urusan haji pada Konsulat Jenderal RI di Jeddah. 

Organisasi terkecil dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah kelompok 

terbang (kloter), yaitu kelompok jamaah haji yang jumlahnya sesuai dengan 

jenis dan kapasitas pesawat yang digunakan. Dalam setiap kloter ditunjuk 

petugas operasional yang menyertai jamaah haji sejak di asrama haji, di Arab 

Saudi sampai kembali ke tanah air yang terdiri dari unsur pemandu haji (TPIHI) 

yang juga berfungsi sebagai ketua kelompok terbang, pembimbing ibadah 

(TPIH) kesehatan (TKHI), ketua rombongan yang membawahi ernpat regu dan 

ketua regu yang membawahi sepuluh orang jamaah haji. 

Pada masa operasional haji, meliputi masa pemberangkatan jamaah haji 

dari asrama embarkasi ke Arab Saudi sampai dengan pemulangan haji dari 

Jeddah dan kedatangannya di embarkasi asal, dibentuk panitia penyelenggaraan 

ibadah haji (PPIH) yang berfungsi sebagai pelaksana operasional yang 

melibatkan instansi terkait terdiri dari PPIH pusat, PPIH embarkasi dan PPIH 



Arab Saudi. Pengendalian penyelenggaraan haji di tanah air dan di Arab Saudi 

dilakukan oleh PPIH di tingkat pusat, sedangkan pelaksanaan operasional di 

daerah disesuaikan dengan ruang lingkup daerah tugasnya. 

C. Quota dan realisasi pemberangkatan jamaah haji 

Sesuai dengan hasil keputusan Konferensi Tingkat Organisasi 

Konferensi Islam (KTT-OKI) di Amman, Jordania Tahun 1987, jumlah jamaah 

haji untuk masing-masing Negara telah ditetapkan secara seragam yaitu sebesar 

satu perrnil dari jumlah penduduk suatu Negara. Berdasarkan quota yang 

diberikan dalam KTT OKI, maka ditetapkan porsi nasional jamaah haji 

Indonesia, yang selanjutnya dialokasikan ke masing-masing provinsi di seluruh 

Indonesia berdasarkan quota provinsi, BPIH khusus dan petugas. Penentuan 

porsi untuk masing-masing daerah didasarkan pada perbanding jumlah jamaah 

haji tiga tahun terakhir dan prinsip pemerataan yang berkeadilan. 

Dalam sepuluh tahun terakhir penyelenggaraan haji berlangsung, animo 

masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji dari tahun ke tahun selalu 

meningkat. Pengecualian terjadi pada tahun 1999 ketika porsi tersebut tidak 

terpenuhi akibat krisis moneter yang sedang mencapai puncaknya. Jumlah 

jamaah haji Indonesia ketika itu hanya mencapai 70.462 orang, padahal quota 

nasional sebanyak 202.000 orang.39 

Pada suatu ketika pernah berkembang pemikiran bahwa alokasi porsi 

provinsi ditetapkan berdasarkan jumlah pemeluk agaa islam di suatu provinsi, 

sebagaimana rasio quota yang ditetapkan OKI. Namun dalam kenyataan jumlah 

39 Zbid 



penduduk dibanding dengan peminat haji di sebagian daerah ternyata tidak 

proporsional. Melihat kenyataan tersebut, akhimya yang dijadikan dasar dalam 

penetapan porsi adalah fluktuasi jumlah jamaah haji tiga tahun terakhir masing- 

masing provinsi. 

Menurut Direktorat Jenderal Bima Islam dan Penyelenggaraan Haji 

Departemen Agama RI, quota atau jamaah haji yang berangkat menunaikan 

ibadah haji terbagi dalam 3 jenis; 

1. Jamaah regular 

2. Jamaah khusus (ONH Plus) 

3. Jamaah lain-lain (kloter maupun non kloter) 

Dalam perkembangannya, total quota haji Indonesia dalam kurun waktu 

10 tahun terakhir terus mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan 

mencapai 10,27% per tahun. Namun apabila dilihat dari jenis jamaah atau quota 

yang ada, peningkatan yang terjadi tiap tahun hanya terjadi pada kategori 

j amaah regular, sedangkan j amaah khusus dan lain-lain terj adi penurunan (rata- 

rata per tahun sebesar 6,89% untuk jamaah khusus dan 11,87% untuk jamaah 

~a in - l a in ) .~~  

Bila dilihat menurut tahunnya, peningkatan terbesar terjadi pada tahun 

2000 hingga mencapai 147%, sedangkan penurunan terbesar terjadi pada tahun 

1999 hingga mencapai 64,7%. Penurunan yang terjadi pada tahun 1999 

disebabkan adanya imbas krisis moneter yang terjadi pada tahun 199711998 

lalu. Namun situasi ini tidak berlangsung lama, satu tahun setelah itu sudah 

40 Ibid 



mulai ada perkembangan ekonomi yang berdampak pada kemampuan 

masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Untuk lebih jelasnya mengenai 

quota atau jamaah haji pada Tahun 1996-2005, dapat dilihat pada table berikut: 

Perkembannan quota haii Indonesia. 1996-2005 

1 Tahun I Reguler ( Perubaha 1 Khusus 1 Perubaha 1 Lain- 1 Perubaha Total 1 Perubaha 1 

2002 179.309 -5,82 14.751 --- 
21.327 44,58 

2005 187.443 - 1,44 15.587 30,53 
Rata-rata 
Per 
Tahun 

S ~ ~ m b e r  :Direktoral Jenderal Binlas Islani dun Penyelenggaraan Haji Departel7zelz Agalna 
Catatan: lain-lairr: janraah petugas kloter nrarrp~~n nor1 kloter. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini pemberangkatan jamaah haji 

dari Indonesia ke tanah suci Mekkah dilakukan melalui 11 embarkasi yang 

terbagi dalam zona, yaitu: 

a. Zona I : Banda Aceh, Medan, Batam dan Padang 

b. Zona I1 : Jakarta, Solo, Surabaya, dan Palembang 

c. Zona I11 : Balikpapan, Banjarmasin dan Makasar 

Apabila dilihat perkembangan jamaah haji menurut zona embarkasi, 

ternyata zona I memiliki perkembangan yang terbesar tiap tahunnya dengan 

rata-rata mencapai 15,34% sedangkan zona I1 sebesar 13,86% dan zona I11 

sebesar 6,22%. Pada tahun 2005, jumlah jamaah haji yang terbanyak 

diberangkatkan melalui embarkasi Jakarta yaitu mencapai sebesar 43.653 



jamaah, sedangkan embarkasi Surabaya sebanyak 40.133 jamaah, lalu diikuti 

oleh embarkasi Makasar, embarkasi Solo. Untuk lebih jelasnya, lihat table 

berikut: 41 

Ju~nlah Ouota dan Jamaah Haii Menurut Embarkasi, 1996-2005 

S ~ l l ~ ~ b e r :  Direktorat Jendrat Bimas Islan~ Dan Perl-yelerzggaraarr Haji Kementerian Agama 
Catatan: laie-lain: jamaah petugas kloter lllairpirn 11011-kloter 

Jumlah kloter haji dalam periode 2001-2005 berfluktuasi. Pada tahun 

2001 jumlah jamaah hajimencapai 487 kloter, menurun menjadi 467 kloter pada 

tahun 2002 dan hingga 2005 mencapai 476 kloter. Kloter haji yang telah 

diberangkatkan melalui embarkasi yang ada, terbanyak melakui Jakarta, lalu 

Surabaya dan embarkasi lainnya. Lihat tabel dibawah ini. 

Jumlah kelompok terbang (kloter), 2001 -2005 

41  Ibid 

Embarkasi 
Balikpapan (BPN) 
Banda aceh (BTJ) 
Banjarmasin (BDJ) 
Bat am (BTH) 
Jakarta Bekasi (JKS) 

2004 
2 3 
19 
27 
20 - 
46 

-- 

2005 
29 
16 
28 
22 
74 

200 1 
3 8 
20 

16 
52 

2002 
3 8 
18 

17 -- 
60 

2003 
26 
16 

18 
5 8 



Jumlah iamaah haii menurut 5 provinsi terbesar. 1996-2005 

Tahun Jawa A(%) Sulaw A(%) Jawa A(%) Jawa A(%) DKI A(%) 
Timur esi Barat Tenna Jakart 

Jakarta Pondok Gede (KG) 
Medan (MES) 
Solo (SOC) 
Surabaya (SUB) 
Makasar (UPG) 

Szrmber : Direktorat Jenderal Bimas Islam dun Penyelenggaraan Haji Departemen Agama 
Catatan: A (%) = Perkembangan tiap Tahun perprovinsi 

63 
2 6 
64 
8 8 

- 95 

57 
2 7 
67 
116 
94 

54 
2 8 
74 
94 
84 

75 
29 
5 8 
92 
9 7 

Jumlah 
St~mber: Direktorat Jenderal Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Kenzeilterian Agama 

Perkembangan jamaah haji menurut provinsi dalam sepuluh tahun 

terakhir (1996-2005) masih didominasi oleh lima provinsi yang juga memiliki 

jumlah penduduk besar. Kelima provinsi itu adalah Jawa Timur, Sulawesi 

Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Namun bila dilihat dari 

rata-rata Peningkatan terbesar dari kelima provinsi tersebut, pertama adalah 

Jawa Tengah (22,54%), lalu diikuti oleh Jawa barat (16,05%), Jawa Timur 

(13,17%), DKI Jakarta (8,36) dan terakhir Sulawesi Selatan (4,57%). 

44 
27 
5 6 
91 
89 

486 476 487 467 454 



Bila dilihat dari seluruh provinsi, nampak terlihat provinsi kepulauan 

Riau belum pernah mengirimkan jamaah hajinya. Hal ini disebabkan bahwa 

selama ini Kep. Riau masih mengirimkan jamaahnya melalui provinsi Riau atau 

dengan ONH khusus. Sedangkan Kep.Bangka Belitung baru mulai 

mengirimkan jamaahnya atas nama provinsi sendiri karena provinsi ini mulai 

pada Tahun 200212003, begitu juga dengan Banten dan Gorontalo. 

Jamaah Haji Tahun Menurut Provinsi. 1996-2005 

Kalimantan 4.642 4.505 
Timur - 

495 
Sulawesi 1.099 1.204 
Tengah 

Szrmber : Direktorat Jenderal Bimas blam dan Penyelenggaraan Haji Departemen agama 
Catatan; lain-lain: jamaah pettigas kloter malptrn non-Kloter 

4.541 

1 
1.314 

2.224 

333 
1.132 

5.249 

656 
-- 

2.153 

5.651 

( 
1.407 

5.465 

931 
-- 

1.920 

7.451 

2.172 2.293 2.283 

7.017 6.937 



Berdasarkan quota perprovinsi, pemerintah telah membuat keputusan 

pembagian quota pada tahun 2006 berdasarkan kebutuhan quota tahun 2005. 

Untuk lebih jelasnya, lihat table berikut. 

Quota ha-Li di 9 provinsi Tahun 2005-2006 

Sulawesi Selatan 2 1.455 13.251 
Jawa Tenggah 
DKI Jakarta 14.428 

I I 

Sumatera Utara 

Banten 

Stinzber : Departenzen Agama 

. u I I 

Menurut data dari Kementerian Agama, calon jamaah haji pada tahun 

2006 berjumlah 205 ~ i b u  jamaah yang terdiri dari 189.501 jamaah haji regular 

dan 15.499 jamaah haji khusus (ONH Plus). Calon jamaah haji regular 

terbanyak berasal dari Jawa Timur lalu disusul oleh Jawa barat, Jawa Tengah, 

Sulawesi Selatan, DKI Jakarta dan provinsi lainnya. Sedangkan untuk calon 

jamaah haji khusus pada tahun 2006 yang berjumlah 15.499 jamaah telah 

dibagikan kepada 233 Penyelenggaraan umrah dan haji khusus (PUHK). 

D. Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) 

Penyelenggaraan ibadah haji pada dasarnya mencakup tiga dimensi 

penting, yaitu pembinaan, pelayanan dun perlindungan. Ketiga dimensi 

tersebut sebagian dipresentasikan ke dalam bagian dari biaya Penyelenggaraan 

ibadah haji: 

1 4.550 
7.460 

5.1 06 

Jumlah 

7.68 1 

7.450 
Sumatera Barat 

205.434 1 205.000 

4.567 4.389 



1. Pembinaan, tugas-tugas yang hams dilakukan meliputi antara lain: 

a. Melakukan kerjasama dengan pemerintah Saudi Arabia menyangkut 

berbagai ha1 antara lain tentang jumlah quota, keimigrasian dan ijin 

penerbangan; 

b. Pembangian jumlah quota untuk setiap propinsi, untuk swasta dan untuk 

luar negeri; 

c. Menetapkan biaya pe rjalanan ibadah haji; 

d. Penyelenggaraan manasik haji; 

e. Menetapkan tatacara pendaftaran calon jamaah haji; 

f. Menetapkan standar akomodasi untuk calon jamaah haji di Saudi Arabia 

2. Pelaynnan, meliputi kegiatan-kegiatan antara lain: 

a. Pendaftaran calon jamaah haji; 

b. Pengaturan dan pelaksanaan pembayaran ibadah haji; 

c. Pengumsan dokumen hajiseperti: (visa, passport); 

d. Pelayanan manasik haji dan pembekalan calon jarnaah haji; 

e. Melakukan pengelompokan jamaah (kloter) 

f. Membuat kontrak dengan perusahaan penerbangan; 

g. Membuat kontrak denngan agen-agen pemondokan di Saudi Arabia; 

h. Pelaksanaan pemberangkatan calon jamaah haji; 

i. Pengaturan tenaga pendamping calon jamaah haji; 

j. Penyediaan pemondokan calon jamaah hajidi Saudi Arabia 

k. Pengaturan dan pelaksanaan perjalanan selama di Saudi Arabia: Jeddah- 

Mekah-Medinah-Mina dan Arafah; 



1. Pengaturan dan pelaksanaan pemulangan jamaah haji ke tanah air. 

3. Perlindzrngan adalah meliputi kegiatan pengaturan sistem pengamanan calon 

jamaah haji di Saudi Arabia maupun di tanah air, mempersiapkan tenaga 

pendamping dari mulai berangkat ke Saudi Arabia sampai dengan kembali 

ke tanah air. 

Pembiayaan penyelenggaraan haji adalah berasal dari jamaah haji yang 

membayar sejumlah dana untuk menunaikan ibadah haji kepada Menteri 

Agama melalui bank-bank pemerintah dan atau swasta yang ditunjuk 

pemerintah. Penunjukan bank penerima setoran sejumlah dana untuk 

menunaikan ibadah dilakukan setelah mendapat pertimbangan Gubernur Bank 

Indonesia. Biaya yang dibayar oleh jamaah inilah yang disebut dengan Biaya 

Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), atau dahulu, sebelum dikeluarkan 

Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji yang 

dikenal dengan nama ONH (Ongkos Naik Haji ). Besaran BPIH bervariasi 

setiap tahunnya sesuai dengan fluktuasi nilai tukar valuta asing dan konsisi 

perekonomian. Berikut disajikan perkembangan BPIH dalam kurun waktu 1 2 

tahun terakhir (1 996-2007):~~ 

Perkembangan biava Penvelenggaraan ibadah haii 1996-2007 

42 Ibid 

Tahun 

1996 Rp 7.290.000 Rp 7.290.000 Rp 7.290.000 Rp 50000 --- 
1997 Rp 7.55 1.000 Rp 7.55 1.000 Rp 7.55 1.000 Rp 50.000 --- 

Zona I Aceh; 
Medan; Padang; 
Batam 

Zona 111 
Jakarta; Solo; 
Surabaya; 
Palembang 

ONH Regular 

Zona I11 
Balikpapan; 
Banjarmasin; 
Makassar 

ONH Khusus 

Tambahan 
Biaya per Zona 

Biaya Tambahan 
Biaya 



Sedangkan untuk besaran rincian ONH reguler 2009 adalah sebagai 

2000 

2001 

1 2.632,44 1 2.732,44 2.832,44 

-- 
Rp 17.758..000 

-- 
Paket : 

Rpl7.758..00 
0 

Paket : 

1 

Penetapan BPIH dilakukan oleh presiden atas usul menteri agama 

2007 ( US$2.753,7 ( US$2.851,7 I US$2.969,7 ( Rp 466.864 1 US$4.500 1 Rp 405000 
Szmlber: Direktorat Jeizderal Binias Islani dull Pel~~yelerzggaraali Haji Departenzerl Agarna 

setelah mendapat persetujuan DPR RI, yang selanjutnya digunakan untuk 

---------- 

Rp17.758..00 
0 

Paket : 

Zona 111 Balikpapan; 
Banjarmasin; Makassar 
Balikpapan : $3.544 

Makassar : $ 3.575 -------- 
--- 

Zona I Aceh; Medan; 
Padang; Batarn 
Aceh : $3.243 
Medan : $3.333 ----------- 

Padang : $3.329 
Batarn : $ 3.376 

keperluan penyelenggaraan ibadah haji. Dengan kata lain penyusun BPIH 

Stm~ber: Direktorat Jenderal Bimas Islatli dati Peti~~ele~iggaraa~i Haji Departer71eri Agania 

Zona 111 Jakarta; Solo; 
Surabaya; Palembang 
Jakarta : $ 3.444 
Solo : $ 3.407 
Surabaya : $ 3.512 
Palembang : $ 3.377 

dilakukan secara konsultatif antara pemerintah dengan DPR RI. Secara gaiis 

besar mekanisme penyampaian rencana penentuan BPIH dapat diuraikan 

--- 

--- 

--- 

--- 

sebagai berikut: 

Diatur oleh 
Menteri 
Agarna (t.a.) 
Diatur oleh 
Men teri 

1. Ditjen Bimas Islam dan penyelenggaraan haji, Kementerian Agama, 

merumuskan konsep rincian pengeluaran selama operasional haji 

" 3ttp://cetak.kompas.com/readl~m1/2009/07/0/02575061/ongkos.naik.haji. 
Perpres Nomor 31 Tahun 2009 tentang BPIH Tahun 1430 W2009 M. Lihat juga pada "Ongkos 
Naik Haji Ditetapkan Hampir Sama dengan Tahun LaluY',akses 22 oktober 201 3 



berdasarkan biaya tahun-tahun sebelurnnya, baik pembiayaan 

operasional di tanah air maupun operasional haji di Arab Saudi. 

2. Bahan tersebut kemudian dipaparkan dalam rapat terbatas yang 

biasanya Kementerian Agama. Rapat tersebut melibatkan unsur terkait 

dari direktorat dan pihak itjen. 

3. Hasil rapat tersebut dipresentasikan dalam rapat yang lebih luas dan 

~nelibatkan unsur-unsur bank bersama Bank Indonesia, Kementerian 

Perhubungan dan Penerbangan, Departemen Kesehatan, dan 

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK). Selanjutnya dibentuk 

tim kecil untuk mengkaji secara mendalam sehingga menghasilkan 

draft final BPIH. 

4. Draft BPIH kemudian diuslkan kepada DPR yang kemudian dibahs 

oleh komisi IV DPR-RI bersama pemerintah dan berlangsung dalam 

dua tahap, yaitu tahap Rapat Dengar Pendapat Umum(RDPU)dan 

tahap Rapat Kelja (RK). 

5. Hasil pembahasan pemerintah bersama DPR tersebut kemudian 

diajukan kepada presiden untuk ditetapkan sebagai BPIH. 

Komponen-komponen yang menjadi tolak ukut BPIH, antara lain dalam 

bentuk US$ untuk biaya penerbangan Indonesia-Arab Saudi (pulang pergi/PP) 

dan biaya operasional di Arab Saudi. Sedangkan biaya tambahan dalam bentuk 

rupiah adalah uniuk operasional dalam negeri. Secara ringkas masing-masing 

komponen perhitungan BPIH tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 



1. Binyn penerbnngan adalah biaya yang hams dibayar oleh pemerintah 

kepada pihak penerbangan yang mengangkut jamaah haji yang 

dilakukan secara charter. Biaya angkutan udara mesupakan komponen 

paling besar dalam susunan BPIH yaitu antara 40 persen samapai 

dengan 48 persen. Adapun komponen yang menjadi beban pihak 

penerbangan adalah selusuh biaya operasional angkutan penerbangan 

haji yang sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh Kementerian 

Agama, antara lain free seat sebesar 2 persen untuk keperluan petugas 

haji, pelayanan waktu pemberangkatan yaitu check in di asrama haji 

embarkasi di tanah air termasuk angkutan orang dan barang, pelayanan 

pemulangan yaitu check in di Madinatul Hujaj Jeddah tesmasuk 

angkutan orang dan barang bawaan ke Bandara KAA Jeddah, 

pemberian gif2 away berupa koper, tas tentengan dan air zam-zam 

sebanyak 5 liter serta angkutan obat-obatan ke Jeddah untuk keperluan 

jamaah haji selama di Arab Saudi. 

2. Biaya operasional di Arab Saudi mesupakan biaya yang dipergunakan 

untuk penyelenggaraan operasional di Arab Saudi dan biaya yang 

hams dibayarkan oleh pemerintah Indonesia kepada penyedia 

pelayanan haji Arab Saudi. Biaya wajib, meliputi maslahah ammah 

(general sewice), akomodasi di Makkah, Madinah dan Madinatul 

Hujjaj, konsumsi dan transportasi. Sedangkan biaya operasional 

meliputi belanja pegawai atau honorarium petugas, belanja barang, 



belanja perjalanan, sewa gedung dan pemeliharaan serta biaya hidup 

(living cost) bagi jamaah haji di Arab Saudi. 

3. Biclya operasional dalam negeri merupakan biaya yang dipergunakan 

untuk penyelenggaraan operasional haji di Indonesia yang terdiri dari 

biaya operasioanl pusat, biaya operasional di embarkasi, biaya 

operasioanl di daerah, airport tax dan biaya jasa administrasi bank.44 

BPIH untuk haji khusus (ONH plus) ditetapkan pemerintah lebih tinggi 

daripada haji reguler karena terdapat perbedaan signifikan atas fasilitas yang 

dapat dinikmati oleh jamaah haji. Untuk penyelenggaraan ibadah haji khusus 

ini pemerintah bekerjasama dengan swasta yaitu perusahaan penyelenggaraan 

haji khusus dan umarah yang telah mendapatkan ijin dari Departemen Agama. 

Menurut data Departement Agama Tahun 2006, saat ini di Indonesia terdapat 

223 perusahaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang telah 

mendapatkan ijin. 

Disamping membayar besainya BPIH yang telah ditetapkan, jamaah 

haji masih harus menanggung biaya lain yang tidak tennasuk dalam komponen 

BPIH, yaitu biaya pemeriksaan kesehatan, perjalanan dari daerah asal ke 

asrama embarkasi dan sebaliknya, biaya ziarah di Arab Saudi dan biaya Dam 

(kewajiban untuk menyembelih kambing atau unta atau sapi yang dikenakan 

kepada jarnaah haji yang tidak melaksanakan salah satu atau lebih kewajiban 

44 http://www.kppu.go.id~docs/Positioning~Paper/haji.pdf ,op.cit., akses 15 September 
2013 



haji sesuai dengan ketentuan syariat). Struktur biaya penyelenggaraan ibadah 

haji secara terperinci adalah sebagai berikut: 
--- 

STRUKTJLJIAYA PENYELENGGARA~N IBADAH HAII 

I. BlAYA PENEEANGAN HAJJ 11. BlAYA I (lanjtltan) 
OPERASIONAL DI ARAH SAUDI 
1.- 
(1) Maslahan AmanahlGeneral Services : 

- Biaya pelayanan Muazazah 
- Biaya perkemahan Armiza 

(2) Akomodasi : 
- Sewa rumah Makkah 
- Sewa rumah Madinah 
- Sewa Madinatul hujjaj 
- Sewa kantor kloter di Madinah 
- Sewa ruang kloeter di Madinah 
(3) Konsumsi Jamaah Haji : 

- Makan masa kedatangan di Airport (I x) 
- Makan masa perjalanan MakkahJMadinah ( lx )  
- Makan masa kedatangan di Terminal Hijrah 
Madinah (Ix) 

- Makan selama di Arafah-miza 
- Makan masa kepulangan di Terminal Hijrah 
Madinah ( Ix)  
- Makan selama di Madinatul Hujjaj (I x) 
- Makan masa kepulangan di Airport (I x) 

(4) Angkutan Darat (Naqobah) : 
- BiayPa perjalanan Jaddah-Makkah 
-Madinah-Annina 
- Angkutan Madinatul Hujaj Airport KAA 
-0ngkos bongkar muat barang Madizatul 
HujjajIMadinah 

(5) Living cost Jamaah 
(6) Pengadaan tumbuhan obat-obatan 
2. -g 
(1) Insentif Petugas Haji : 
a. Petugas Non-Kloter 
- Peraturan haji Indonesia dan rombongan 
b. Petugas Kloter 
- ketua kloter 
- TPHD 
- TKHI (dokter) 
- TKHI (paramedis) 
- Karom 
- Karu 
c. PPIH Arab Saudi 
- koordinator (dubes) 
- koordinator harian (loonjen) 
- ketua pelaksanaan (ka. Staf) 
- kadakar 
- wakil kadakar 
-home & local staff 
- temus 
(2) ATK dan Perlengkapan : 
- sarana administrasi 
- daker, sector, perkemahan armina dan pos 
pelayanan Armina 

- pelayanan madrasah petugas kloter 
- naqobah petugas kloter 
- perkemahan petugas kloter di Armina 
- sirkobat, sarana medis, media centre haji 
- badan haji, jamaah dan tawaf ifadah pasien 
- dana cadangan/keuangan (peIayanan jamaah haji) 

111. BIAYA OPERASIONAL DI DALAM 
NEGERI 
1. Biava lanesung 
(1) Konsumsi Jamaah dan Petugas di Embarkasi 
- konsumsi jamaah haji 
- konsumsi petugas haji 
- konsumsi petugas embarkasi 
(2) Belanja Barang 
-percetakan (paspor, manasik, SPPH, SPMA, 
tanda pengenal, buku-buku petunjuk dan biaya 
pengirimannya) 
-obat-obatan, alat kesehatan dan vaksin meningitis 
- gelang identitas 
(3) Kegiatan Penyelenggaraan haji 
- informasi hajilpenyuluhan haji 
-proses penyelesaian paspor haji di pusat, 
embarkasi propinsi dan kablkota (antar jemput 
paspor, penelitian, penvisaan oleh imigrasi Arab 
Saudi) 
-pengobatan, rujukan jamaah haji embarkasi dan 
tes kehamilan 
-pembinaan jamaah (pembentukan regu 
rombongan, pemantapan manazik, pelatihan karu, 
karoma dan konsolidasi kloter) 

- asuransi jiwa 
-penyiapan angkutan hajilpenjadwalan di 8 
embarkasi 

- pemeliharaan siskebat 
- penyiapan qurnah 
(4) Airport Tax 
2. Biaya Tidak Lan~sung  
( I )  Operasional pusat 
-Belanja pegawai (ruang rnakan, transport, rapat- 
rapat dan lembur) 
-Belanja barang (ATIK, inventaris kantor, 

1 kendaraan operasional haji, langganan daya dan 
I jasa komputer) 
I -Belanja Pqalanan (dalam dan luar negeri) 

-Belanja Pemeliharaan (inventaris kantor, 
I kendaraan operasional haji, pen. ,e l'h I araan asrama 
1 haji) 

(2) Operasional Embarkasi 
-Belanja pegawai : (honorluang lelah, transport, 
rapat-rapat dan lembur) 
-Belanja barang (ATK, keperluan sehari-hari 



- langganan daya dan jasa 
(3)  Perjalanan Petugas Jaddah-Makkah dan 
Madinah : 
- luar daerah ke ja  (Jeddah, Makkah, Madinah) 
- pendamping jamaah sakit 
(4) Sewa Kantor, Wisma dan Pemeliharaan : 

- wisma haji Jeddah 
- wisma haji Makkah 
- wisma haji Madinah 
- posko jamaat 
- kantor daker Jeddah di airport 
- polhengkel kendaraan Jeddah 
- pemeliharaan kantor dan wisma 
(5) Konsumsi Petugas Haji : 
- peraturan haji Indonesia dan rombongan 
- petugas PPlH Arab Saudi 
- safari wukuf 
- rapat-rapat 
- malam taaruf persiapan ops. Armina 
- pencatatan tenaga musim 
- petugas kloter di Armina 
- petugas kloter di Madinatul Hujjaj 
(6) Pemeliharaan Ambulance dan Kendaraan 
Operasional 
(7) Biaya Penunjang Operasional: 
- pakaian seragam xxx 
- bantuan transportasi xxx mahasiswa luar Arab 

kantor, langganan daya dan jasa) 
-Belania Perialanan. Kab/Kota ke 
Propinsipiembarkasi 
-Belanja Pemeliharaan (inventaris kantor, 
kendaraan operasional) 

-Peningkatan fasilitas asrama haji embarkasi, 
rapat-rapat evaluasi Penyelenggaraan haji 
embarkasi 
(3) Operasional Propinsi, Kabupaten/Kota : 
-Belanja pegawai : (honoduang lelah, transport, 
rapat dan lembur) 
-Belanja barang (ATK, keperluan sehari-hari 
kantor, langganan daya dan jasa) 
-belanja perjalanan, kab/kota ke 
propinsi/embarkasi 
-belanja pemeliharaan (inventaris kantor, 
kendaraan operasional) 
-peningkatan fasilitas sarana haji propinsi, 
evaluasi Penyelenggaraan haji 

1V.BIAYA ADMINISTRASI BANK 

I Saudi I] 
Silrnber:rencana rincian korilpor~ei~ BPIH DKI Jakarta Tak~ril 2004 

E. Transportasi haji 

Kegiatan pelaksanaan transportasi adalah pengangkutan jamaah haji 

mulai dari tempat embarkasi, selama berada di arab Saudi dan pemulangan 

kembali ke tempat embarkasi asal Indonesia. Pengangkutan jamaah haji dengan 

mengunakan kapal laut telah dimulai sejak tahun 1947 sampai dengan 1978. 

Penyebab pokok dari berakhirnya angkutan haji melalui angkutan laut adalah 

minimnya pelayanan dan ketersediaan armada kapal laut yang akan digunakan 

untuk mengangkut jamaah haji yang tidak memadai.45 

45 http://www.ummatonline.netitag/abdul-ghafur-transportasi-haji-belum-tuntas, 
Abdul Ghafur, "Transportasi Haji  Belum Tuntas," akses 15 september 2013 



Sejak tahun 1979 ditetapkan bahwa angkutan haji dilaksanakan dengan 

angkutan udara. Sejak tahun 1979 ditetapkan sampai tahun 1998, pelaksanaan 

angkutan haji melalui pesawat udara dimonopoli oleh perusahaan penerbangan 

nasional PT. Garuda Indonesia. Baru pada tahu 1999, pelaksanaan angkutan 

haji melalui pesawat udara mulai mengikutsertakan perusahaan penerbangan 

asing sebagai peleksana angkutan haji, yaitu Saudi Arabian Airlines (SV). 

Salah satu dampak positif yang cukup signifikan dengan adanya kebijakan 

tersebut, adalah tarif angkutan haji dapat ditekan dan diturunkan sehingga 

berpengaruh dalam penetapan komponen biaya perjalanan haji yang sebagian 

besar merupakan biaya angkutan udara. 

Penetapan perusahaan penerbangan sebagai peleksanaan transportasi 

haji dilakukan oleh menteri againa dengan sistem penunjukan langsung melalui 

proses penetapan spesifikasi angkutan haji, penawaran terbatas dan negosiasi. 

Dalam operasionalnya penerbangan haji dilakukan dengan sistem charter, 

sehinngga tarif yang ditetapkan lebih tinggi dari tarif penerbangan reguler 

dengan rute yang sama. 

Penyelenggaraan angkutan haji, menurut Kementerian Agama 

merupakan kegiatan yang khusus/spesifik yang ditandai dengan: pertama, 

keterikatan dengan ketentuan keharusan melibatkan Saudi Arabian airlines (SV) 

dalam angkutan haji atau apabila tidak mengikutsertakannya, maka pihak yang 

mengangkut diharuskan membayar royalty kepada Saudi Arabian Airlines 

(sebesar US$ 100 per penumpang); kedua, angkutan haji berbeda dengan 

angkutan reguler karena dalam penetapan biaya angkutan haji hams 



memperhitungkan adanya 4 kali penerbangan Indonesia-Jeddah pergi pulang; 

dan ketiga, angkutan haji bukan sekedar mengangkut jamaah haji dan barang 

bawaan dari bandara asal ke bandara tujuan, tetapi juga meliputi pelayanan 

check in di luar bandara (asrama haji embarkasi dan Madinatul ~ u j j a j ) . ~ ~  

Kewajiban bagi pihak penerbangan adalah menyediakan transportasi 

darat dari asrama haji embarkasi ke Bandar udara pemberangkatan, transportasi 

udara dari Indonesia ke Jeddah pergi pulang, dan di Arab Saudi menyediakan 

transportasi darat dari Indonesia ke Jeddah pergi pulang, dan di Arab Saudi 

menyediakan transportasi darat dari asrama haji madinatul hujjaj ke bandara 

udara King Abdul Aziz Jeddah. Angkutan antar kota perhajian di Arab Saudi 

yaitu Jeddah-Mekkah-Madinah dan sebaliknya disediakan oleh organisasi 

angkutan haji Arab Saudi -naqobah- sesuai dengan volume dan arus 

perpindahan jamaah. 

F. Akomodasi Jamaah Haji 

Akomodasi adalah tempat penginapan atau pengasramaan sebagai 

penampungan sementara pada waktu jamaah haji di tempat embarkasi dan atau 

di debarkasi dan pemondokan selama berada di Arab Saudi. Akomodasi bagi 

jamaah adalah kebutuhan dasar setelah konsurnsi dan sandang serta melibatkan 

dana yang jumlahnya tidak sedikit, bahkan dalam komponen BPIH menempati 

urutan kedua setelah angkutan udara. 

46 http://www .kppu.go.id/docs/Positioning-Paperlhajipdf ,op.cit., akses 15 September 
2013 



Sebelurn pemberangkatan ke Arab Saudi, jamaah diasramakn di masing- 

masing asrama haji embarkasi maksimal 24 jam sebelum penerbangan ke Arab 

Sausdi. Fungsi asrama haji selain sebagai tempat pemulihan kesehan dan 

istirahat setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan dari 

daerah asalnya masing-masing, adalah juga sebagai tempat penyelesaian proses 

penerbangan untuk perjalanan ke luar negeri (check in). 

Jumlah jamaah haji dari seluruh dunia yang berjumlah antara dua juta 

sampai tiga juta orang setiap tahunnya, menyebabkan probematika penyediaan 

pemondokan bagi jamaah haji di Arab Saudi, terlebih menyangkut kualitas dan 

jarak tempuh pemondokan dengan Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi. 

Pemondokan di Arab Saudi di atur sesuai dengan ketentuan pemerintah Arab 

Saudi (Ta 'lirnatld Hajj). 47 

Prosedur penyewaan rumah di Arab Saudi dimulai dengan pembicaraan 

antara misi haji Indonesia (yaitu Tim Khusus perumahan yang dibentuk 

Kementerian Agama untuk konsentrasi menangani permasalahan akomodasi di 

Arab Saudi) dengan menteri haji Indonesia Arab Saudi yang hasilnya 

dituangkan dalam nota kesepakatan yang menngikat antara lain terkait dengan 

jumlah jamaah, kesiapan angkutan dan penyediaan pemondokan. Persyaratan 

pokok yang menunjukan bahwa rumah tersebut telah layak untuk disewakan 

adalah rumah tersebut sudah mendapatkan ijin dari instansi yang benvenang 

mengeluarkan perijinan di Arab Saudi. 

47 http://www.kppu.go.id~docs/Positioning~Paper/haji.pdf ,op.cit., akses 15 September 
2013 



Persyaratan yang sudah dipenuhi, dilakukan proses tender guna 

menyeleksi kriteria kualitas pemondokan yang sesuai dengan standar yang 

dikehendaki. Dari hasil seleksi, keluarlah pemenang dengan biaya terjangkau 

sesuai persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Selanjutnya status 

rumah menjadi 'siap dan Iclyak sewa' melalui pengajuan kontrak yang resmi. 

Sesuai dengan prosedur yang berlaku, pada setiap akhir musim haji, BPK 

melakukan pemeriksaan detail dan pengecekan langsung di lapangan tentang 

proses pengeluaran keuangan, dan kelengkapan setiap dokumen lelang 

penyewaan rumah. 

G. Katering Jamaah Haji 

Untuk katering di arab Saudi dilayani oleh pihak swasta atau perusahaan 

Arab Saudi setelah melalui prosese tender yang dilaksanakan oleh bidang 

Urusan Haji Jeddah. Selanjutnya peizlsahaan mendapatkan Surat Pe~intah Kerja 

(SPK) merupakan penvujudan dari mandat Pemerintahan Indonesia sesuai 

aturan yang berlaku. Proses penunjukan perusahaan katering sendiri pada 

dasarnya sama dengan proses kontrak kerja pada beberapa kegiatan lainnya, 

seperti pelaksanaan kontrak penerbangan, angkutan jamaah, pengadaan 

dokumen, pencetakan dan lain sebagainnya. 48 

Adapun menurut ketentuan yang berlaku di arab Saudi, pengusaha atau 

penyedia layanan katering untuk jamaah haji yang berada di tanah suci adalah 

perusahaan dalam negeri (Arab Saudi), sehingga tidak akan dimunginkan lagi 

48 http://www.detiknews.com/read/2009/11/26/130644/1249350/727/layanan-katering- 
haji-makin-variatif. "Layanan Katering Haji Makin Vanatif; "akses 23 oktober 2013 



perusahaan dari luar untuk ikut dalam penyediaan katering. Namun demikian, 

dimungkinkan adanya kerjasama antara orang indonesiia yang berbisnis di Arab 

Saudi dengan pengusaha Arab Saudi dengan syarat harus tetap 

mengatasnamakan perusahaan Arab ~ a u d i . ~ ~  

Pelayanan konsumsi dengan sistem katering selama jamaah haji berada 

di Arab Saudi dilakukan di beberapa lokasi yang ditentukan: (1) di bandara 

King Abdul Aziz Jeddah masa kedatangan satu kali; (2) dalarn perjalanan ke 

MekkahiMadinah (masa kedatangan) satu kali; (3) di terminal kedatangan 

terminal hijrah Madinah satu kali; (4) pada masa kepulangan di terminal hijrah 

Madinah satu kali; (5) selarna di Madinatul Hujjaj empat kali; (6) masa 

kepulangan di bandara Jeddah dan Madinah satu kali. Demikian juga pada saat 

puncak pelaksanaan haji Arafah dan mina, pelayanan konsumsi dilakukan 

sepenuhnya dengan sistem katering. 

Diluar pelayanan konsumsi dengan sistem katering yang dilakukan oleh 

pemerintah rnemang ada pula pelaksanaan katering yang dilakukan oleh 

masing-masing kloter dengan memanfaatkan living cost yang telah dibagikan 

(SR. 1,500 equivalen Rp. 3.000.000,-). Sebagian jamaah secara mandiri 

mernenuhi kebutuhan rnakan sehari-hari dengan jalan membeli sendiri kepada 

pedagang-pedagang di sekitar pemondoka-pemondokan haji. Sebagian yang 

lain ada juga yang memanfaatkan katering yang dikelola oleh para pengusaha 

catering I~~donesia (pengusaha tidak resmi berdasarkan ketentuan pernerinta 

" http://www.sripoku.com/view/19100/14~rekananjkut~tender~kateringhaji , 
"Rekanan Ikut Tender Katering Haji," akses 15 september 201 3 



Arab Saudi) di sekitar pemondokan dan sekaligus dikoordinasi oleh orang- 

orang kepercayaan pengurus pemondokan. 

H. Kajian Hukum Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam 
Undang-Undang No.5 Tahun 1999. 

1. Monopoli 

Berdasarkan kamus ekonomi Collins yang dimaksud dengan monopoli 

adalah, salah satu jenis struktur pasar yang mempunyai sifat-sifat, bahwa satu 

perusahaan dengan banyak pembeli, kurangnya produk subtitusi atau penganti 

serta adanya pemblokiran pasar (barrier to entriy) yang tidak dapat dimasuki 

oleh pelaku usaha ~ a i n n ~ a . ' ~  

Pengei-tian monopoli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah, 

situasi pengadaan barang dagangan teitentu (di pasar lokal atau nasional) 

sekusang-kurangnya sepertiga dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, 

sehingga harganya dapat dikendalikan, sepei-ti penguasaan minyak bumi dan 

gas alam oleh pemerintah dan hak tunggal untuk berusaha lainnya." 

Pengertian monopoli secara umum adalah jika ada salah satu pelaku 

usaha (penjual) temyata merupakan satu-satunya penjual bagi produk barang 

dan jasa tel-tentu, pada pasar tersebut tidak terdapat produk subtitusi (penganti). 

Akan tetapi karena perkembangan jaman, maka jumlah satu kurang relevan 

Andi Fahmi Lubis, et.al, op. cit.,hlm. 128 
'' Suhasril, Mohammad Taufik Makarao, op.cit hlm. 26 



dengan kondisi riil di lapangan, karena ternyata banyak usaha industri yang 

terdiri lebih dari satu perusahaan mempunyai prilaku seperti r n ~ n o p o l i . ~ ~  

Pasar monopoli adalah suatu bentuk barang di mana hanya terdapat satu 

perusahaan saja yang menghasilkan barang yang tidak dipunyai barang 

pengganti yang sangat dekat. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan 

monopoli antara lain: 

a. Memiliki sumber daya yang unik 

b. Terdapat skala ekonomi 

c. Kekuasaan monopoli yang diperoleh melalui peraturan pemerintah 

d. Peraturan paten, dan hak cipta 

e. Hak usaha ek~klusif. '~ 

Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dapat 

disimpulkan tidak semua kegiatan dilarang. Hanya kegiatan yang memenuhi 

unsur dan kriteria yang terdapat dalam Pasal 17 monopoli yang dilarang 

diantaran ya: 

a. Melakukan kegiatan penguasaan atas produk barang, jasa, atau barang 

dan jasa tertentu; 

b. Melakukan kegiatan penguasaan atas pemasaran produk barang, jasa, 

atau barang dan jasa tertentu; 

52 Monopoli tidak hanya terjadi pada sisi penawaran (stlpply)saja, tetapi ada juga 
monopoli pada sisi permintaan (demand) yang kemudian disebut monopoly of demand ini 
hanya terdapat pada pihak penerima barang dan jasa atau penerima pasokanlpembeli tunggal. 

53 Mustafa Kamal Rokan, op.cit. hlm.12 



c. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli; 

d. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha 

tidak ~eha t . ' ~  

Monopoli merupakan masalah yang menjadi perhatian utama dalam 

setiap pembahasan pembentukan hukum persaingan usaha. Monopoli itu sendiri 

sebetulnya bukan merupakan suatu kejahatan atau bel-tentangan dengan hukum, 

apabila diperoleh dengan cara-cara yang fair dan tidak melanggar hukum. Oleh 

karenanya monopoli itu sendiri belum tentu dilarang oleh hukum persaingan 

usaha, akan tetapi justru yang dilarang adalah perbuatan-perbuatan dali 

perusahaan yang mempunyai monopoli untuk menggunakan kekuatan di pasar 

bersangkutan yang biasa disebut sebagai praktek monopoli atau ~nonopolisasi. 

Suatu perusahaan dikatakan telah melakukan memonopolisasi jika pelaku usaha 

mempunyai kekuatan untuk mengeluarkan atau mematikan perusahaan lain dan 

syarat kedua, pelaku usaha tersebut telah melakukan atau mempunyai tujuan 

untuk rnelak~kann~a.~ '  

Praktek monopoli ini merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh 

satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainnya produksi 

danlatau pemasaran barang atau jasa tertentu sehingga dapat menimbulkan 

persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan u ~ n u m . ~ ~  

- - - -  - 

54 Rahmadi Usmani, "Mlkum Persaingan Usaha di  Indonesia", Grarnedia Pustaka 
Utama, Jakarta: 2004, hlm. 69 

55 Andi Fahmi Lubis, et.al, op. cit.,hlm 127 
56 Ibid, hlm 133 



Praktek monopoli tidak hams langsung bertujuan menciptakan 

monopoli, tetapi pada umumnya mengambarkan suatu usaha mencapai atau 

memperkuat posisi dominan di pasar. Yang berarti menekankan pada proses 

monopoli, yakni penentuan mengenai pasar yang bersangkutan, penilaian 

terhadap keadaan pasar, dan adanya kegiatan yang dilakukan oleh pelaku untuk 

menguasai pasar.57 

Sedangkan luiteria yang digunakan untuk membuktikan ada atau 

tidaknya monopoli yang dilarang tersebut didasarkan pada:58 

a. Produk barang, jasa, atau barang dan jasa tersebut belum ada 

penggantinya (substitusinya); 

b. Pelaku usaha lain sulit atau tidak dapat masuk ke dalam persaingan 

terhadap produk barang, jasa, atau barang dan jasa yang sama (barrier 

to entry); 

c. Pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai 

kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar yang bersangkutan; 

d. Satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha telah menguasai lebih dari 

50% pangsa pasar dari suatu jenis produk barang atau jasa tertentu. 

Untuk mengetahui gambaran adanya monopoli dalam suatu pasar, perlu 

kiranya terlebih dahulu memahami struktur dan karakteristik bentuk-bentuk 

pasar. Secara sederhana, struktur pasar dapat diberikan pengertian sebagai 

kondisi lingkungan diinana perusahaan melakukan aktivitasnya sebagai 

57 Mustafa Kamal Rokan, op.cit., hlm.17 
58 Rahmadi Usmani, op.cit., hlm 69 



produsen. Terdapat 4 (empat) bentuk struktw- pasar dalam teori ekonomi dasar, 

yaitu:59 

a. Pasar persaingan sempurna 

Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar atau industri dimana 

terdapat banyak penjual dan pembeli, disetiap penjual ataupun pembeli tidak 

dapat mempengaruhi keadaan pasar. Persaingan sempurna merupakan struktur 

pasar yang paling ideal karena dianggap sebagai pasar yang akan menjamin 

terwujudnya kegiatan produksi barang atau jasa yang sangat efisien. 

b. Pasar monopoli 

Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar dimana hanya terdapat satu 

perusahaan saja dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak 

mempunyai subtitusi atau barang penganti.60 

Biasanya keuntungan yang dinikmati perusahaan monopoli adalah 

keuntungan diatas normal, ha1 ini karena adanya hambatan yang tangguh 

terhadap perusahaan lain yang akan masuk kedalain pasar. 

c. Persaingan monopolistis 

Pasar monopolistis merupakan pasar yang berada diantara dua jenis 

pasar yang ekstrim yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu 

sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat pasar persingan sempurna dan 

sifat-sifat persaingan monopoli. 

59 Agus Maulana, "Penguntar Mikro ekonomi Jilid 2", Bina Rupa Aksara, Jakarta, 
hlm.16 

60 Ibid 



Pasar persaingan monopolistis adalah suatu pasar dimana terdapat 

banyak penjual yang menghasilkan barang yang berbeda corak (differentiated 

product).61 

d. Pasar oligapoli 

Struktur pasar oligapoli adalah dimana terdapat beberapa perusahaan 

raksasa yang menguasai sebagian besar pasar (70%-80%) dari seluruh pasar, 

dismping itu terdapat pula beberapa perusahaan kecil. Perusahaan-perusahaan 

yang menguasai pasar akan sangat mempengaruhi perusahaan yang lain.62 

a. Aspek positif monopoli 

Meskipun secara umum lebih sering dikemukakan bahwa monopoli itu negatif, 

apabila dilihat ternyata ada pula aspek positif monopoli yang bisa ditemukan 

dari monopoli aspek positif monopoli diantaranya adalah: 

1) Monopoli bisa memaksimalkan efisiensi pengelolaan sumber daya 

ekonomi tertentu. Apabila sumber daya alam minyak bumi dikelola oleh 

satu unit usaha tunggal yang besar, maka ada kemungkinan bahwa 

biaya-biaya tertentu akan bisa dihindari. 

2) Monopoli juga bisa menjadi sarana untuk meningkatkan pelayanan 

terhadap konsumen dalam industry tertentu. Dalam bidang usaha 

pelayanan telekomunikasi, misalnya, para pengguna jasa akan bisa 

saling berhubungan tanpa kesulitan karena hubungan itu difasilitasi oleh 

satu perusahaan yang memiliki basis teknologi yang bisa dimanfaatkan 

6 1  Sukirno Sadono, "Pengantar Teori Ekonomi Mikro", Grafindo Persada, Jakarta, 
2001, hlm. 236 

62 Ibid. 



oleh semua konsumen. Hal ini mungkin saja tidak terjadi jika usaha 

pelayanan telekomunikasi dibuka bagi persaingan. Dalam ha1 terjadi 

persaingan, ada kemungkinan perusahaan-perusahaan yang saling 

bersaing itu mengembangkan sendari teknologi mereka bagi konsumen 

mereka sendiri. Dengan demikian, ada kemungkinan mereka memiliki 

basis teknologi yang saling berbeda yang akan menyulitkan konsumen 

peiusahaan yang satu untuk berhubungan dengan konsuinen perusahaan 

lainnya. 

3) Monopolli bisa menghindarkan duplikasi fasilitas umum. Adakalanya 

bidang usaha tertentu akan lebih efisien bagi publik apabila dikelola 

hanya oleh satu perusahaan. Jika distribusi air minum diberikan pada 

lebih dari satu perusahaan yang saling bersaing, yang mungkin terjadi 

adalah bahwa mereka akan membangun sendiri instalasi (penampungan, 

pipa-pipa) air minum mereka. Dari sisi kepentingan publik duplikasi 

fasilitas air minum itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang kurang 

efisien. 

4) Dari sisi produsen, monopoli bisa menghindarkan biaya pariwara serta 

biaya diferensiasi. Jika terjadi persaingan, setiap perusahaan yang 

bersaing akan saling mencoba merebut konsumen dengan banyak cara. 

Pariwara tampaknya menjadi cara yang cukup penting untuk 

menjangkau konsumen. Setiap perusahaan juga akan berkecendurangan 

untuk membuat produk mereka bisa dibedakan dari produk perusahaan 

lain. Dalarn ha1 terjadi monopoli, kedua macam biaya tersebut tidak 



relevan. Karena perusahaan akan selalu berada pada pihak yang lebih 

dibutuhkan oleh konsumen, ia tidak perlu bersusah-susah mendapatkan 

konsumen melalui pariwara maupun diferensiasi produk. 

5) Dalam monopoli biaya kontraktual bisa dihindarkan. Persaingan 

membuat kekuatan ekonomi tersebar (dispersed). Dengan demikian, 

maka para pelaku akan memiliki kekuatan relative yang tidak jauh 

berbeda. Konsekuensinya, jika mereka akan saling bertransaksi, waktu, 

biaya, dan tenaga yang diperlukan menjadi lebih besar. Kondisi ini tidak 

dijurnpai dalam kondisi monopoli di mana peluang untuk bernegosiasi 

tidak terlampau besar. 

6) Monopoli bisa digunakan sebagai sarana untuk melindungi sumber daya 

tertentu yang penting bagi masyarakat luas dari eksploitasi yang semata- 

mata bersifat 'proJit-motive '.63 

b. Aspek negatif monopoli 

Dampak negatif sehubungan dengan dilakukan monopoli oleh pelaku usaha 

atau kelompok pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen maupun pelaku 

usaha lain diantaranya adalah: 

1) Terjadi peningkatan harga suatu produk sebagai akibat tidak ada 

kompetisi dan persaingan bebas. Harga yang tinggi ini pada gilirannya 

akan menyebabkan inflasi yang merugikan masyarakat luas 

63 Arie Siswanto, op.cit, hlm20 



2) Pelaku usaha mendapat keuntungan (profit) diatas kewajaran yang 

normal. Ia akan seenaknya menetapkan harga untuk memperoleh 

keuntungan yang sebesar-besarnya karena konsumen tidak ada pilihan 

lain dan terpaksa membeli produk tersebut 

3) Terjadi ekploitasi terhadap konsumen karena tidak ada hak pilih 

konsumen atas produk. Konsumen akan seenaknya menetapkan kualitas 

suatu produk tanpa dikaitkan dengan biaya yang dikeluarkan. Ekploitasi 

ini juga akan menimpa karyawan dan bul-uh yang bekerja pada produsen 

tersebut dengan menetapkan gaji dan upah yang sewenang-wenang 

tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku. 

4) Terjadi ketidakekonomisan dan ketidakefisienan yang akan dibebankan 

kepada konsumen dalam rangka menghasilkan suatu produk, karena 

pei-usahaan rnonopoli cenderung tidak beroperasi pada everage cost 

yang minimum. 

5) Ada entry bnrier dimana perusahaan lain tidak dapat masuk ke dalam 

bidang usaha perusahaan monopoli tersebut, karena penguasaan pangsa 

pasar yang besar. Perusahaan-perusahaan kecil tidak diberi kesempatan 

untuk tumbuh berkembang dan akan menemui ajalnya satu per satu 

6) Pendapatan jadi tidak merata, karena sumber dana dan modal akan 

tersedot ke dalam perusahaan monopoli. Masyarakat banyak harus 

berbagi dengan banyak orang dalam bagian yang sangat kecil, 



sementara perusahaan monopoli dengan sedikit orang akan mmenikmati 

bagian yang lebih b e ~ a r . ~ ~  

2. Jenis-jenis Monopoli yang Diperbolehkan 

Bahwa secara sederhana monopoli melibatkan pemusatan suatu 

kekuatan tunggal di pasar, dengan beberapa kriteria diantaranya adalah: 

a. Monopoli dapat dibedakan menjadi: 

1 )  Private morzopoli (monopoli swasta), adalah monopoli yang 

dipegang oleh pihak non public, seperti perusahaan swasta, koperasi, 

dan perorangan. 

2 )  Public monopoli (monopoli publik), monopoli yang itu dipunyai 

oleh badan public, sepei-ti Negara, Negara bagian, pemerintah daerah 

Pembedaan ini didasarkan pada kiteria siapa yang memegang atau memiliki 

kekuasaan m ~ n o ~ o l i . ~ ~  

b. Dari sisi keadaan yang menyebabkan, monopoli bisa dibagi menjadi nattlral 

monopoly dan monopoly by law66 

1 )  Natural monopoly adalah monopoli yang disebabkan oleh faktor- 

faktor alami yang eksklusif. Jika di suatu daerah terdapat bahan 

tambang langka yang tidak dijumpai di daerah lain, pengelola 

sumber daya di wilayah itu akan memiliki natt~ral monopoly. 

64 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Anti Monopoli, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 
1999, hlm. 30 

65 Arie Siswanto, op.cit, hlm 22 
66 Mustafa Kamal Rokan, op.cit., hlm 17 



2) Monopoly by law monopoli berdasarkan hukum, monopoli yang 

berasal dari pemberian Negara seperti yang termaktub dalam Pasal 

33 Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya dilindungi oleh 

Undang-Undang dan peraturan dibawahnya. Misalnya, pada 

perusahaan listrik Negara, pertamina, pelni. 

3. Persaingan Usaha 

Persaingan atau competition secara terminologi adalah adanya dua pihak 

atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli dengan adanya 

kehendak diantara mereka untuk mencapai tujuan yang ~ a m a . ~ '  

Dalam kamus lengkap ekonomi yang ditulis oleh Christopher pass dan 

B y n  Lowes, yang dimaksud dengan competition laws (hukum persaingan) 

adalah bagian dari perundang-undangan yang mengatur tentang monopoli, 

pengabungan dan pengambilalihan, perjanjian perdagangan yang membatasi 

dan praktek anti persaingan.68 

Pada dasarnya persaingan usaha hanya terjadi jika ada dua pelaku usaha 

atau lebih menawarkan produk atau jasa yang sama kepada konsumen dalam 

sebuah pasar dua pelaku usaha atau lebih ini berusaha untuk mencari 

keuntungan yang sebesar-besamya yang kadangkala ha1 tersebut merugikan 

pelaku usaha lain.69 Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat 

menimbulkan gangguan terhadap bekerjanya mekanisme pasar secara tidak 

67 h i e  Siswanto, op.cit., hlm.13 
Hermansyah, "Pokok-Pokok Hukurn Persaingan Usaha di Indonesia", Kencana, 

Jakarta: 2009, hlm. 2 
69 Wihana Kirana Jaya, op.cit, hlm. 256 



wajar sehingga menghambat perdagangan. Oleh karena itu diperlukan 

pengaturan hukum dalam bentuk larangan-larangan untuk menghindari dampak 

buruk monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

Tentang tujuan dari hukum persaingan usaha yang dikemukakan oleh 

Arie Siswanto yang beliau kutip dari tulisan "Kheimani" sebagai berikut; 

a. Memelihara kondisi kompetisi yang bebas, perlindungan terhadap 

persaingan (competition) tidaklah identik dengan perlindungan 

terhadap pesaing (competitors). Hukum persaingan usaha ditujukan 

untuk melindungi persaingan, bukannya untuk melindungi pesaing. 

Tujuan ini dilandasi baik oleh alasan ekonomi (efisiensi dalam 

persaingan) maupun ideologi (kebebasan yang sama untuk berusaha 

dan bersaing). Persaingan yang sehat akan membawa dampak terhadap 

alokasi dan realokasi sumber daya ekonomi secara efisien. Di samping 

itu, persaingan yang bebas akan memacu inovasi dalam teknologi 

maupun proses produksi. 

b. Mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi (prevention of abuse of 

economic power). Tujuan ini dilandasi oleh pemikiran pembentukan 

kekuatan ekonomi, baik melalui monopoli maupun persaingan yang 

rentan terhadap penyalahgunaan yang merugikan pelaku ekonomi lain 

yang lebih lemah. 

c. Melindungi konsumen (protection of consumers). Di Negara maju 

perlindungan konsumen merupakan isu yang cukup menonjol dalam 



hukum persaingan usaha, dan mendapat perhatian khusus selama dua 

dekade terakhir ink7' 

Lahimya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ialah dalam rangka 

menanggulangi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam 

kegiatan perekonomian di Indonesia. Persaingan usaha dalam Pasal 1 angka 6 

Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat, bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah 

persaingan antar pelaku usaha dalain menjalankan kegiatan produksi dan atau 

pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau 

melawan h ~ k u m . ~ '  

Persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi persaingan 

di antara pelaku usaha yang berjalan secara tidak fair. Undang-Undang No. 5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persiangan Usaha Tidak 

Sehat memberikan 3 indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha 

tidak sehat, yaitu: 

a. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur 

b. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum 

c. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya 

persaingan di antara pelaku u ~ a h a . ~ ~  

a. Aspek Positif Persaingan 

70 Suhasril, Mohammad Taufik Makarao, op.cit.,hlm. 38 
7'  Ibid, hlm.34 
72 Mustafa Kamal Rokan, op.cit.,hlm 17 



Secara objektif, kondisi persainngan memang lebih banyak memberikan 

keuntungan dibandingkan kondisi non persaingan, meskipun kondisi terakhir 

ini tidak bisa dikatakan buruk sepenuhnya. Dikemukakan aspek positif maupun 

negatif dari persaingan. Persaingan dapat membawa aspek positif apabila 

dilihat dari dua perspektif nonekonomi dan ekonomi 73 

1) Perspektif nonekonomi 

Selama ini memang orang lebih banyak mengajukan argumentasi 

ekonomi (efisiensi) untuk menyutujui keberadaan persaingan. Namun dilihat 

d a ~ i  perspektif non-ekonomi akan didapati pula kondisi persaingan ternyata 

juga membawa aspek positif. Ada 3 alasan untuk, mendukung persaingan 

dalam bidang usaha. 

a) Dalam kondisi penjual maupun pembeli terstruktur secara atomistic 

(masing-masing berdiri sendiri sebagai unit-unit terkecil dan 

independen) yang ada dalam persaingan, kekuasaan ekonomi atau 

yang didukung faktor ekonomi menjadi terbesar dan 

terdesentralisasikan. Dengan demikian pembagian sumber daya alam 

dan pemerataan pendapatan akan terjadi secara mekanik, terlepas sama 

sekali dari campur tangan kekuasaan pemerintah maupun pihak swasta 

yang memegang kekuasaan. Gagasan melepaskan aktivitas sipil 

(ekonomi) dari campur tangan penguasa (pemerintah) ini sejalan 

dengan ideologi liberal yang mewarnai sistem pemerintahan negara- 

negara barat. 

73 Arie Siswanto, op.cit., hlm.14 



b) Berkaitan erat dengan ha1 di atas, sistem ekonomi pasar yang 

kompetitif akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi 

secara impersonal, bukan melalui personal pengusaha maupun 

birokrat. Dalam keadaan seperti ini, kekecewaan politis masyarakat 

yang usahanya terganjal keputusan pengusaha maupun penguasa tidak 

akan terjadi. Dalam kondisi persaingan, jika seseorang warga 

masyarakat teipui-uk dalam bidang usahanya, ia tidak akan terlalu 

merasa sakit karena ia jatuh bukan karena kekuasaan person tertentu, 

melainkan karena proses yang mekanik (permintaan-penawaran). Hal 

seperti itu bisa dipastikan tidak akan terjadi dalam hak seseorang 

'jatuh' akibat keputusan penguasa atau pengusaha yang memegang 

dominasi ekonomi. 

c) Ketiga kondisi persaingan juga berkaitan erat dengan kebebasan 

manusia untuk mendapatkan kesempatan yang sama di dalam 

berusaha. Kondisi persaingan, pada dasarnya setiap orang akan punya 

kesempatan yang sama untuk berusaha dan hak setiap manusia untuk 

mengembangkan diri menjadi terjamin. 

2) Perspektif ekonomi 

Dari sudut ekonomi, argumentasi sentral untuk mendukung persaingan 

berkisar di seputar masalah efisiensi, argumentasi ini surnber daya ekonomi 

akan bisa dialokasikan dan didistribusikan secara paling baik, apabila para 

pelaku ekonomi dibebaskan untuk melakukan aktivitas mereka dalam kondisi 

bersaing dan bebas menentukan pilihan-pilihan mereka sendiri. Dalam konteks 



pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, persaingan juga membawa implikasi 

positif berikut: 

a) Persaingan merupakan sarana untuk melindungi para pelaku ekonomi 

terhadap eksploitasi d m  penyalahgunaan. Kondisi persaingan 

menyebabkan kekuatan ekonomi para pelaku tidak terputus pada 

tangan tertentu. Dalam kondisi tanpa persaingan, kekuatan ekonomi 

akan tersentralisasikan pada beberapa pihak saja. Kekuatan ini pada 

tahap berikutnya akan menyebabkan kesenjangan besar dalam posisi 

tawar-menawar (bargaining position), serta pada akhirnya membuka 

peluang bagi penyalahan d m  eksploitasi kelompok ekonomi tertentu. 

b) Persaingan mendorong alokasi dan realokasi sumber-sumber daya 

ekonomi sesuai dengan keinginan konsumen. Karena ditentukan oleh 

permintaan (demand), perilaku para penjual dalam kondisi persaingan 

akan cenderung mengikuti pergerakan permintaan para pembeli. Suatu 

perusahaan akan meninggalkan bidang usaha yang tidak memiliki 

tingkat permintaan yang tinggi. 

c) Persaingan bisa menjadi kekuatan untuk mendorong penggunaan 

sumber daya ekonomi dan metode pemanfaatamya secara efisien. 

Perusahaan bersaing secara bebas, maka mereka akan cenderung 

menggunakan sumber daya yang ada secara efisien. Jika demikian, 

resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan adalah munculnya biaya 

yang berlebih yang pada gilirannya akan menyingkirkan dia dari pasar. 



d) Persaingan bisa merangsang peningkatan mutu produk, pelayanan, 

proses produksi, dan teknologi. Dalam kondisi persaingan, setiap 

pesaing akan berusaha mengurangi biaya produksi serta memperbesar 

pangsa pasar. Metode yang bisa ditempuh untuk ~nencapai tujuan itu di 

antaranya adalah dengan meningkatkan mutu produk, pelayanan, 

proses produksi, serta inovasi teknologi. Dari sisi konsumen, keadaan 

ini memberi keuntungan dalam ha1 persaingan akan membuat produsen 

memperlakukan konsumen secara baik. 

b. Aspek Negatif Persaingan 

Secara umum dapat dikatakan bahwa aspek positifnya lebih menonjol, 

kondisi persaingan dalam beberapa ha1 memilki aspek-aspek negative sebagai 

berikut: 

1) Sistem persaingan memerlukan biaya dan kesulitan-kesulitan tertentu 

yang tidak didapati dalam sistem monopoli. Dalam keadaan 

persaingan, pihak penjual dan pembeli secara relative akan memiliki 

kebebasan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Mereka masing- 

masing akan memiliki posisi tawar-menawar yang tidak terlalu jauh 

berbeda, sehingga konsekuensi logisnya adalah bahwa akan ada waktu 

yang lebih lama dan upaya yang lebih keras dari masing-masing pihak 

untuk mencapai kesepakatan. Biaya yang hams dibayar untuk ha1 ini 

adalah biaya kontraktual (contartual cost) yang tidak perlu ada 

seandainya para pihak tidak bebas bernegosiasi. 



2) Persaingan bisa mencegah kooordinasi yang diperlukan dalam industry 

tertentu. Salah satu sisi negatif dsui persaingan adalah bahwa 

persaingan bisa mencegah koordinasi fasilitas teknis dalam bidang 

usaha tertentu yang dalarn lingkup luas sebenaillya diperlukan demi 

efisiensi. Sebagai misal, pengguna telepon produk suatu perusahaan 

tetentu menjadi kesulitan untuk menghubungi pengguna telepon 

. . 
produk perusahaan lain, apabila kedua perusahaan itu merupakan 

pesaing independen yang tidak mengkoordinasi fasilitas teknis mereka. 

3) Persaingan apabila dilakukan oleh pelaku ekonomi yang tidak jujur, 

bisa bertentangan dengan kepentingan publik. Resiko ekstrim dari 

persaingan adalah kemungkinan ditempuhnya praktik-praktik curang 

(~irzfair conzpetition) karena persaingan dianggap sebagai kesempatan 

untuk menyingkir persaingan dengan cara apapun. 

Asas dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana dalam Pasal 2 

bahwa "pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar 

kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum" asas demokrasi ekonomi 

tersebut merupakan penjabaran Pasal33 Undang-Undang Dasar 1 9 4 5 . ~ ~  

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa 

perekonomian nasional hams dibangun atas dasar falsafat demokrasi ekonomi 

dalam wujud ekonomi kerakyatan. Dasar demokrasi ekonomi, produksi 

74 Andi Fahmi Lubis, et.al, op. cit.,hlm 14 



dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggot- 

anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan 

kemakmuran orang-orang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha 

bersama berdasar atas asas kekel~ar~aan.~ '  

Apabila perekonomian Indonesia bertumpu pada Pasal 33 Undang- 

Undang Dasar 1945 yang mengandung ciri-ciri demokrasi ekonomi sebagai 

berikut: 

a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan. 

b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. 

c. Bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai 

oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar asas demokrasi 

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi n a s i o n a ~ . ~ ~  

Tujuan utama dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah untuk 

menciptakan persaingan yang sehat diantara pelaku bisnis yang berpotensi di 

75 Rahmadi Usmani, op.cit.,hlm. 10 
76 Suhasril, Mohammad Taufik Makarao, op.cit.,hlm 5 



Indonesia. Dengan terjadinya persaingan yang sehat, ekonomi akan menjadi 

efisien dan demikian di harapkan dapat bersaing di pasar internasional. Adapun 

tujuan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur pada Pasal 3 

adalah ~ n t u k : ~ ~  

a. Menjaga kepentingan m u m  dan meningkatkan efisiensi ekonomi 

nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat; 

b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif yang melalui pengaturan 

persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha 

menengah dan pelaku usaha kecil; 

c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 

yang ditimbulkan oleh pelaku usaha dan; 

d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi. 

Efisiensi sebagai tujuan dari kebijakan persaingan, meningkatkan 

produksi dengan harga yang rendah, sebagaimana juga inovasi yang 

menghasilkan produk baru dan jasa yang lebih baik dimasa depan, yang akan 

meningkatkan penerimaan total. Relevansi pertimbangan efisiensi bagi 

kebijakan kompetisi adalah bahwa penggunaan sumber daya yang tidak 

efisiensi, dengan kata lain mengakibatkan harga tinggi, autput rendah, 

kurangnya inovasi dan pemborosan penggunaan sumber daya. 

77 Abdul R.Saliman et.al.,Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kastu, 
Jakarta, kencana, 2005, hlm. 206 



Dalam s t r u h r  pasar persaingan sempurna kinerja pasar akan optimal. 

Optimal dalam ha1 ini adalah efisiensi yang dihasilkan oleh pasar tersebut, yaitu 

efisiensi alokatif dan efisiensi produktif. Efisiensi alokatif adalah suatu kondisi 

dimana pengalokasian sumber daya telah sesuai dengan peiuntukan yang 

diindikasikan oleh kondisi ketika tingkat harga ssuna dengan biaya marginal 

secara ekonomi. Sedangkan efisiensi produktif adalah suatu kondisi dimana 

perusahaan memproduksi barang dan jasa dengan biaya yang paling rendah atau 

tingkat produksi yang paling efisien, yang diindikasikan oleh kondisi dimana 

tingkat produksi berada pada biaya rata-rata per unit yang paling  endah ah.^' 

Kesejahteraan rakyat atau konsumen merupakan tujuan utama dari 

kebijakan persaingan, merupakan dua ha1 yang saling berhubungan. Bahwa 

maksimasi kesejahteraan rakyat atau konsumen, adalah perusahaan seharusnya 

tidak dapat menaikkan harganya ser-ta bahkan seharusnya mencoba untuk 

menurunkannya supaya lebih kompetitif (yaitu dapat menjual produknya). 

Kesejahteraan rakyat atau konsumen yaitu, konsumen harus mampu diproteksi 

dari produsen dan pemindahan kekayaan dari konsumen kepada produsen, 

seperti yang tampak kalau dibandingkan antara monopoli dan persaingan 

sempurna, adalah ha1 yang tidak adil. Para ekonom berkeyakinan pengalihan 

kesejahteraan tersebut adalah peristiwa ekonomi yang "netral", karena 

menentukan siapa seharusnya yang memiliki surplus bukanlah merupakan 

bagian ilmu ek~nomi.~ '  

78 Andi Fahmi Lubis, et.al, op. cit.,hlm.36 
'' Ibid, hlm 19 



Sebagaimana yang tercemin pada tujuan dari Undang-Undang No. 5 

Tahun 1999, tidak hanya sekedar memberikan kesejahteraan kepada konsumen 

namun juga memberikan manfaat pada publik. Dengan adanya kesejahteraan 

konsumen maka berarti akan berdampak pada tesciptanya kesejahteraan rakyat. 

Bahwa prinsip tujuan dari Undang-Undang antimonopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat adalah menciptakan efisiensi dan keadilan 

tei-utama di suatu pasar tertentu dengan cara menghilangkan distorsi pasar: 

mencegah penguasaan pangsa pasar yang besar oleh seorang atau beberapa 

orang pelaku pasar, mencegah timbulnya hambatan terhadap peluang pelaku 

pasar pendatang baiu, dan menghainbat atau mencegah perkembangan pelaku 

pasar yang menjadi pesaingnya.80 

Pengertian pelaku usaha dalain Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 

Tahun 1999, bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan 

usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum 

Negara Republik Indonesia, baik sendi~i maupun bersama-sama melalui 

perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang 

Pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai pihak lain atau pejabat publik 

(aparat pemerintahan), yang dikarenakan pejabat publik dalam pengadaan 

Hermansyah,op.cit., hlm. 15 
Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 



barang dan atau jasa akan menandai hubungan dengan mitrannya dalam 

kontrak. Pejabat publik (pemerintah) dalam ha1 ini dianggap sebagai subyek 

hukum perdata, karena pemerintah dianggap menjalankan kegiatan ekonomi 

yang dibedakan dengan kegiatan pemerintahan.82 

Pengertian mengenai pasar yang bersangkutan merupakan ha1 yang 

sangat penting ai-tinya dalam menentukan ada tidaknya monopolisasi, meskipun 

penentuan dari pasar yang bersangkutan sangat relatif. Dalam Undang-Undang 

No. 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat, pasar yang bersangkutan didefinisikan sebagai pasar yang berkaitan 

dengan jangkauan daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang atau 

jasa yang sama atau sejenis atau subtansinya dari barang atau jasa yang 

sej enis. 83 

Penerapan ketentuan tersebut tidak tergantung pada kriterium relevansi 

berupa batas pangsa pasar (minimum) yang h a s  ditaati, melainkan diterapkan 

terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan baik sendiri maupun bersama 

pelaku usaha lain. 

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 201 1 tentang 

Pasal 19 huruf d (praktek diskriminasi) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Mengingat karakteristik dan dampak dari praktek diskriminasi ini luas dan 

beragam maka analisis yang mendalam terhadap maksud dan tujuan akibat 

82 Hikmahanto Juwana, "Kontrak Bisnis Yang Berdimensi Publik", Dalam Bunga 
Rampai Hulnlm Ekonomi Dan Hukum Internasional", Jakarta, Lentera Hati, hlm. 43 

Lihat Pasal I angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 



yang ditimbulkan mutlak diperlukan. Untuk itu diperlukan pedoman Pasal 19 

humf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sehinga tercipta pemahaman yang 

selaras antara komisi, pelaku usaha dan pelaku usaha lain. 

Diskriminasi dapat diartikan sebagai setiap perlakuan yang berbeda yang 

dilakukan terhadap satu pihak tertentu. Dalam dunia usaha, pelaku usaha 

melakukan praktek diskriminasi dapat disebabkan karena berbagai hal. Praktek 

dislaiminasi yang paling umum dilakukan adalah diskriminasi harga, yang 

dilakukan pelaku usaha untuk mengambil keuntungan secara maksimal dari 

surplus konsumen. Praktek diskriminasi harga dapat berdampak positif 

terhadap kesejahteraan masyarakat secara keselumhan dibandingkan dengan 

pemberlakuan satu harga (non di~kriminasi).~~ 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 melarang perbuatan pelaku usaha 

yang bei-tujuan menghambat atau bertentangan dengan prinsip persaingan usaha 

tidak sehat. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2010 

tentang pedoman Pasal 22 tentang larangan persekongkolan dalam tender, 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat, persekongkolan dalam tender yang dimaksud 

adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam rangka memenangkan 

peserta tender tertentu. 

Pedoman Pasal 22 tentang larangan persekongkolan dalam tender bukan 

untuk menjelaskan bagaimana KPPU melakukan pemeriksaaan, namun 

84 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pedoman Pasal 19 Undang-Undang 
No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 



difokuskan kepada pemberian pengertian yang jelas, cakupan, serta batasan 

ketentuan larangan persekongkolan dalam tender. Pedoman larangan 

persekongkolan dalam tender (untuk selanjutnya disebut "Pedoman Pasal 22") 

bertujuan ~ n t u k : ' ~  

a. Memberikan pengertian yang jelas dan tepat tentang larangan -'- 

persekongkolan dalam tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 

b. Memberikan dasar pemaharnan dan arah yang jelas dalam pelaksanaan 

Pasal 22 sehingga tidak ada penafsiran lain selain yang diuraikan dalaln 

pedoman 

c. Digunakan oleh seinua pihak sebagai landasan dalam belperilaku agar 

tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan selailjutnya inenciptakan 

kondisi persaingan usaha yang tumbuh secara wajar. 

Indikasi persekongkolan dalam tender yang berpotensi menciptakan 

persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan usaha adalah: 

1. Tender yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak 

diurnumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha 

yang benninat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya; 

2. Tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuit oleh semua pelaku 

usaha dengan kompetensi yang sama; 

85 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pedoman Pasal22 Undang-Undang 
No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 



3. Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang 

mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku 

usaha lain untuk i k ~ t . ~ ~  



BAB I11 

PENYELENGGARAN HAJI DALAM PERSPEKTIF HUKUM 

PERSAINGAN USAHA 

A. Kegiatan Penyelenggaraan Haji di Indonesia Yang Tidak Sesuai dengan 

Hukum Persaingan Usaha. 

Penyelenggaraan haji adalah kewajiban pemerintah lnelakukan 

pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan 

administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan 

kesehatan, keamanan dan hal-ha1 yang diperlukan oleh jainaah haji.87 

Dalain penyelenggaran haji (pasar) terjadi suatu persaingan, adapun 

persaingan dalam dunia usaha difaha~ni sebagai kegiatan positif dan independen 

dalain upaya inencapai eyl~ilibrizmz." Dalain kehidupan sehari-hari, setiap 

pelaku ekono~ni yang masuk dalam pasar akan ~nelalui proses persaingan 

diinana produsen inencoba memperhitungkan cara untuk ineningkatkan kualitas 

dan pelayanan dalam upaya inerebut pasar dan konsumen. Ketika keadaan ini 

dapat dicapai, maka produsen atau pelaku usaha tersebut akan belvpaya untuk 

ineinpel-tahankan kondisi paling tidak tetap bei-tahan menjadi illcz~l~ibel~t dengall 

pangsa pasar tei-tentu pada pasar bersangkutan. Dilema yang terjadi adalah 

ketika ada pelaku usaha yang berhasil menjadi seorang monopolis di pasar yang 

Lihat Pasal 6 Undang-Undang No 13 Tahun 2008 tentang "Pelrj~elerrggaraan 
ibadah Iraji. " 

88 Equilibrium adalah titik perpotongan antara kurva demand (penawaran) dan kurva 

- 
supply (penerimaan), sehingga menghasilkan harga dan jumlah eqtlilibrizrm (seimbang) dimana 
faktor-faktor lain dianggap tetap. 



mengakibatkan produsen dan pelaku usaha tersebut menjadi tidak efisien dan 

mainpu meningkatkan hambatan masuk pasar bagi pesaingnya. Kondisi seperti 

ini terjadi maka efeknya adalah penggunaan sumber daya tidak efektif d m  

bahkan mampu mengakibatkan pasar te rd is to~s i .~~ 

Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada 

gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam 

kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil Cfnir). 

Distorasi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat inerugikan para pihak. Pasar 

yang dibiarkan berjalan sendiri, tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah 

menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal (capitalist) 

penguasa infiastruktur dan pemilik informasi. 

Persaingan dalam mekanisme pasar adalah berlaku bagi setiap pelaku 

pasar tanpa kecuali. Hukum pessaingan ~nelindungi mekanisme proses 

persaingan tanpa mempertimbangkan siapakah yang menjadi pelakunya dengan 

tujuan yang baik agar alokasi sumber daya menjadi efisien. Mekanisme pasar 

yang berjalan melalui persaingan yang sehat dan fair serta konsisten dengan 

tujuan distribusi yang adil dihasapkan mampu mencapai efisiensi nasional sei-ta 

kesejahtesaail uinum. 

Dalam Pasal 3 tujuan dari Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak hanya sekedar menjamin adanya 

kesejahteraan konsumen tetapi juga menjaga kepentingan urnum d m  

meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk 

89 Andi Fahmi Lubis, et.al, op. cit.,hlm 213 



membawa kita menuju terciptanya suatu sistem ekonomi yang efisien yang 

berpihak kepada rakyat banyak dan akan menguntungkan masyarakat, karena 

dalam perekonomian yang efisien masyarakat yang menjadi konsumen barang 

atau jasa akan membayar dengan harga yang wajar atau setidaknya mendekati 

harga marginal barang atau j a ~ a . ~ '  

Persaingan usaha tidak sehat bagi sebagian para pelaku usaha persaingan 

sering dianggap sebagai sesuatu ha1 yang negatif, kurang menguntungkan, 

karena dalain persaingan ada beberapa ha1 yang perlu direbut dan dipertahankan 

sepei-ti pangsa pasar, konsumen, dan harga. 

Monopoli pada dasarnya menggambarkan suatu keadaan penguasaan 

pelaku usaha atas barang atau jasa tertentu yang dapat dicapai tanpa haius 

melakukan ataupun mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat. Monopoli diperbolehkan namun yang dilarang 

adalah praktek monopoli. 

Ketentuan Pasal 51 inengatur mengenai monopoli dan atau pemusatan 

kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau 

jasa yang mengusai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi 

yang penting bagi Negara, diinana untuk itu perlu diatur dengan Undang- 

Undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan 

atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah. Dalam Pasal 51 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

90 Asril Sitompul, "PraktekMonopoli dun Persaingan Usaha Tidak Sehat Tinjauan 
Terhadap Undang-Undang No. 5 Tahztn 1999" Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 16 



Persaingan Usaha Tidak Sehat. Monopoli dan atau pemusatan kegiatan oleh 

Negara hams diatur dengan Undang-Undang dan diselenggarakan secara efisien 

serta implikasi pelaksanaannya tidak mengakibatkan praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat. 

Dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan: 

"Monopoli dan pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau 

pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak sel-ta 

cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara diatur dengan Undang- 

Undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan 

atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh ~emerintah".~'  

Unsur pemusatan kegiatan dalam Pasal 5 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 

1999 dapat didefinisikan sebagai pemusatan kekuatan ekonoini sebagaimana 

di~naksud dalaln Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yaitu 

penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih 

pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan jasa. Penguasaan 

yang nyata atas unsur pasar bersangkutan yang dicerrninkan dari 

kemampuannya dalam menentukan harga yang dapat dicapai oleh satu atau 

lebih pelaku usaha tanpa hams melakukan ataupun inengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak ~ e h a t . ~ ~  

91 Lihat Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang p la ran gal^ Pralctek 
Monopoli darr Persairrgc~n Usaha Tidak Sehat." 

92 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha "Pedornan Larangan Pralctek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal51 Undang-Undang No. 5 Tahtrn 1999", 
hlm. 8 



Monopoli maupun pemusatan kegiatan bukan merupakan kegiatan yang 

dilarang Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan dapat dilakukan ataupun 

dicapai oleh satu atau lebih pelaku usaha dengan tetap meinperhatikan prinsip- 

piinsip persaingan usaha yang sehat. Monopoli dan atau pemusatan kegiatan 

dapat dilakukan Negara terhadap kegiatan yang berkaitkan dengan: 

1) Produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang 

menguasai hajat hidup orang banyak 

2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi ~ e ~ a r a . ~ ~  

Produksi dan atau pemusatan barang dan atau jasa yang menguasai hajat 

hidup orang banyak. Berdasarkan teori hukum dan penafsiran sistematis 

terhadap unsur ini, inaksud barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup 

orang banyak adalah ineiniliki hngsi: 

a. Alokasi, yang ditujukan pada barang atau jasa yang berasal dari sumber 

daya alain yang dikuasai Negara untuk diinanfaatkan bagi sebesar- 

besarnya keinalunuran rakyat; 

b. Distribusi, yang diarahkan pada barang dan atau jasa yang dibutuhkan 

secara pokok oleh masyarakat, tetapi pada suatu waktu tei-teiltu atau 

terus menerus tidak dapat dipenuhi pasar dan atau; 

c. Stabilitas, yang berkaitan dengan barang dan atau jasa yang disediakan 

untuk kepentingan umum, sepei-ti barang dan atau jasa dalain bidang 

93 Ibid, hlm 8 



pertahanan keamanan, moneter, dan fiskal, yang mengharuskan 

pengaturan dan pengawasan bersifat k h u ~ u s . ~ ~  

Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara adalah ragam usaha 

produksi atau penyediaan barang dan atau jasa yang memiliki sifat: 

a. Strategis, yaitu cabang produksi atas barang dan atau jasa yang secara 

langsung melindungi kepentingan pertahanan Negara dan ineiljaga 

keamanan nasional; 

b. Finansial, yaitu cabang produksi yang berkaitan erat dengan pembuatan 

barang dan atau jasa untuk kestabilan moneter dan jaminan perpajakan, 

dan sektor jasa keuangan yang diinanfaatkan untuk kepentingan umum. 

Monopoli dan atau peinusatan kegiatan oleh Negara tersebut hanya dapat 

dilakukan setelah diatur terlebih dahulu dalam bentuk Undang-Undang (bukan 

peraturan pelundang-undangan dibawah Undang-Undang). Undang-Undang 

tersebut hams mencantumkan secara jelas tujuan inonopoli dan atau pemusatan 

kegiatan sel-ta mekanisme pengendalian dan pengawasan Negara dalam 

penyelenggaraan monopoli dan atau pemusatan kegiatan tersebut, sehingga 

tidak mengarah pada praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat9' 

Badan usaha milik Negara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 

19 Tahun 2003 adalah: "badan usaha yang selul-uh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang 

94 Ibid 
95 Andi Fahmi Lubis, et.al, op. cit.,hlm 307 



berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan."96 Penyelenggaraan monopoli 

dan atau pemusatan kegiatan produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa 

yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi yang penting 

bagi Negara, diutamakan dan terutarna diselenggarakan oleh BUMN. Dalam ha1 

dimana BUMN tidak memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan 

penguasaan monopoli Negara, maka berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang No. 

5 Tahun 1999 penyelenggaraan monopoli dan atau pemusatan kegiatan dapat 

diselenggarakan oleh badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah. 

Pemerintah dalam pengertian peraturan perundang-undangan adalah 

pemerintah pusat yang terdiri atas presiden dan seluruh aparatur administrasi 

Negara tingkat pusat. Dengan demikian, badan atau lembaga yang dibentuk 

pemerintah adalah badan atau lembaga yang ditetapkan dan diatur dengan 

peraturan perundang-Undangan yang dibentuk pemerintah pusat.97 

Badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah menjalankan tugas 

pelayanan kepentingan uinuin (public sewice) yang kewenangan berasal dari 

pemerintah pusat dan biaya oleh dana Negara (APBN) atau dana public lainnya 

yang memiliki keteskaitan dengan Negara. Badan atau lembaga yang dibentuk 

pemerintah memiliki ciri inelaksanakan: 

1) Pemerintah Negara; 

2) Manajemen administrasi Negara; 

96 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pedoman Pasal51 Undang-Undang 
No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 
op.,cit. 

97 Ibid 



3) Pengendalian atau pengawasan terhadap badan usaha milik Negara dan 

atau 

4) Tata usaha Negara 

Badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah dalam menyelenggarakan 

monopoli dan atau pemusatan kegiatan wajib memenuhi hal-ha1 sebagai 

berikut: 

a) Pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan dipengaruhi, dibina, dan 

dilaporkan kepeda pemerintah 

b) Tidak semata-mata ditujukan untuk mencari keuntungan 

c) Tidak memiliki kewenangan melimpahkan selui-uh atau sebagian 

monopoli dan atau pemusatan kegiatan kepada pihak lain. BUMN dan 

badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah tidak memilki 

kemampuan untuk menyelenggarakan inonopoli dan atau pemusatan 

kegiatan secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhan dan 

pertimbangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.98 

Dalam BUMN, badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah dapat 

menyelenggarakan monopoli dan atau pemusatan kegiatan, maka pemerintah 

dapat menunjuk badan atau leinbaga tertentu. 

Badan atau lembaga yang ditunjuk pemerintah memiliki ruang lingkup 

yang luas, termasuk di dalainnya adalah badan atau lembaga perdata yang tidak 

Ibid 



memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Negara. Badan atau lembaga 

yang ditunjuk pemerintah adalah badan atau lembaga yang ditetapkan oleh 

pejabat administrasi Negara yang benvenang. 

Prosedur dan persyaratan penunjukan badan atau lembaga yang ditunjuk 

pemerintah sebagai penyelenggara monopoli dan atau pemusatan kegiatan 

dimaksud dilakukan untuk berdasarkan peraturan peiundang-undangan yang 

mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga tidak 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 

sehat. BUMN dan badan atau leinbaga yang ditunjuk pemerintah dapat 

menyelenggarakan monopoli dan atau peinusatan kegiatan secara bersama- 

sama sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan berdasarkan peraturan 

99 peiundang-undangan. 

BUMN ataupull badan atau le~nbaga yang dibentuk ataupun ditunjuk 

oleh pemerintah sebagai penyelenggara inonopoli dan peinusatan kegiatail 

sebagaimana dimaksud, tidak dapat inelimpahkan kembali hak penyelenggaraan 

monopolinya dan atau pemusatan kegiatan baik sebagian maupun seluiuhnya 

kepada pihak lain. Terkait dengall penyelenggara inonopoli dan atau pemusatan 

kegiatan barang dan jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta 

cabang produksi yang penting bagi Negara, Pasal 5 1 Undang-Undang No. 5 

Tahun 1999 menentukannya secara sistematis dengan tetap mendasarkan pada 

alasan-alasan yang rasional berupa pertimbangan pi-ofesionalitas, legalitas, dail 

99 Ibid 



efektifitas pencapaian sasaran tujuan penyelenggaraan monopoli dan pemusatan 

kegiatan. 

Secara sistematis sesuai dengan Pasal 5  1 Undang-Undang No. 5  Tahun 

1999, urut-urutan yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah untuk 

menentukan pihak penyelenggara monopoli dan pemusatan kegiatan yang 

berkaitan dengan produksi dan pemusatan barang dan jasa yang menguasai 

hajat hidup orang banyak serta cabang produksi yang penting bagi Negara 

adalah: loo 

1) Diselenggarakan oleh BUMN 

2) Diselenggarakan oleh BUMN dan badan yang dibentuk pemerintah 

3) Diselenggarakan oleh BUMN dail lembaga yang dibentuk pelnerintah 

4) Diselenggarakan oleh Badan yang dibentuk pelnerintah 

5 )  Diselenggarakan oleh Lembaga yang dibentuk pemerintah 

6) Diselenggarakan oleh BUMN dan badan yang ditunjuk pemerintah 

7) Diselenggarakan oleh BUMN dan lembaga yang ditunjuk pemerintah 

8) Diselenggarakan oleh Badan yang ditunjuk pemerintah 

9) Diselenggarakan oleh Lembaga yang ditunjuk pemerintah 

loo Ibid 



Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang mengatur mengenai 

inonopoli dan pemusatan kegiatan produksi dan pemusatan barang dan jasa 

yang menguasai hajat hidup orang banyak dan cabang produksi yang penting 

bagi Negara dapat digambarkan;lO' 

PRODUKSI DAN rn 
MASARAN 
RANG DAN 

11. BUMN & BADAN YANG Dl 

I HIHI' JAsA YANG / BENTUK PEMERINTAH / 

NEGARA n PEMUSATAN 

MENGUASAI 
HAJAT HlDUP 

ORANG BANYAK I I 

Pi1 PRODUKSI 1 
DIATUR 
DENGAN 

IV.BADAN YANG DIBENTUK 
DISELENG 

GARAKAN 

VI. BUMN & BADAN YG 

I. BUMN & LEMBAGA YG 
DITUNJUK PEMERINTAH 

PEMERINTAH 

IX. LEMBAGA YG DITUNJUK 
PEMERINTAH 



Fakta-fakta dalam indikator pasal 5 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1999, 

inonopoli atas barang yang menguasai hajat hidup orang banyak dan diatur 

dengan Undang-Undang. Pemerintah dengan persetujuan DPR menilai gas 

sebagai barang yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga hams 

dimonopoli dan diatur dalam Undang-Undang tentang gas. Undang-Undang 

tersebut menentukan bahwa gas hams dikuasai oleh Negara dan 

pengusahaannya (yang meliputi eksplorasi, ekspoitasi, dan distribusi) 

diselenggarakan oleh BUMN. Selanjutnya pemerintah menerbitkan Peraturan 

Pemeiintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang gas tersebut yang menunjuk 

BUMN sebagai penyelenggara monopoli pengusaha gas di selumh wilayah 

Indonesia. Pemerintah yang inenunjuk BUMN untuk menyelenggarakan 

monopoli atas pengusahaan gas, serta pemberian hak monopoli pada BUMN 

atas pengusahaan eksplorasi, eksploitasi dan distribusi gas yang diatur dengan 

undang-undang adalah selaras atau tidak berbenturan dengan apa yang ada 

didalam pedoman pelaksanaan pasal5 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. 

Adapun kegiatan penyelenggaraan haji di Indonesia yang terindikasi tidak 

sesuai dengan hukum persaingan usaha dail inelakukan praktek inonopoli yaitu 

dalain hal, penunjukan pelaksanaan transpol-tasi (pesawat) yang dilakukan 

pihak Garuda dan penggadaan vaksin yang dilakukan oleh Kementerian 

Kesehatan. 

Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 kewenangan Negara dalam 

meinberikan hak monopoli kepada pelaku usaha atau badan lembaga yang 



dibentuk atau ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan monopoli atas 

barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak sei-ta cabang 

produksi yang penting bagi Negara. Namun terhadap tindakan yang dilakukan 

oleh pemegang hak monopoli yang beitentangan dengan prinsip-prinsip 

persaingan usaha tidak sehat tidak dikecualikan. Ketika Kementerian Agama 

(pelaku usaha) menunjuk pelaku usaha lain untuk memonopoli dan pelaku 

usaha tersebut tidak memberikan keseinpatan peiusahaan lain yang sejenis 

untuk menawarkan bentuk kerjasama yang kompetitif, maka potensi benturan 

dengan prinsip persaingan yang sehat dapat terjadi, khususnya teskait dengan 

dugaan menghambat persaingan sebagaimana dalam Pasal 19 Undang-Undang 

No. 5 Tahun 1999. 

Dilarangnya penguasaan pangsa pasar yang besar oleh satu atau sebagian 

kecil pelaku pasar, Undang-Uildang No. 5 Tahun 1999 juga melarang 

penguasaan pasar secara tidak fnir, yang dapat mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan atau praktek persaingan curang. '02 

Wujud penguasaan pasar yang dilarang dalain Undang-Undang No. 5 

Tahun 1999 dapat terjadi dalam bentuk penjualail barang dan atau jasa. Pihak 

yang dapat melakukan penguasaan pasar adalah para pelaku usaha yang 

mempunyai lnnrket power, yaitu pelaku usaha yang dapat menguasai pasar 

sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa yang tejadi di pasar 

bersangkutan dengan cara: 

102 Munir Fuady, Ht~ki~rn Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, Citra 
Aditya Bhakti, Bandung 1999, hlm. 78 



a. Jual rugi (predatory pricing) dengan ~naksud untuk "mematikan" 

pesaingnya; 

b. Melakukan praktek penetapan biaya produksi secara curang serta biaya 

lainnya yang menjadi komponen harga barang; 

c. Perang harga maupun persaingan harga. 

Dengan diskriminasi harga, jumlah barang yang dihasilkan dan dapat 

dinikmati masyarakat akan meningkat dibandingkan dengan metode satu harga 

yang biasanya diterapkan oleh perusahaan monopoli. Praktek diskriminasi lain 

selain harga dapat dilakukan dengan berbagai motif. Sebagai contoh, karena 

adanya preferensi terhadap pelaku usaha tertentu yang lahir dari pengalaman 

bel-tahun-tahun, atas tujuan efisiensi. Praktek dislaiminasi lain dapat terjadi 

karena alasan untuk mengeluarkan pei-usahaan pesaing daii pasar atau 

menghambat pesaing potensial untuk inasuk pasar.'03 

Dalam penggadaan transportasi (pesawat) yang dilakukan oleh Menteri 

Agama dalam Penyelenggaraan haji, yang terdapat dalam Pasal 34 Undang- 

Undang No. 1 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji memberikan 

keleluasaan pada Menteri Agama untuk menunjuk pelaksanaan transportasi 

jainaah haji, Pasal tersebut dijadikan alat untuk lnelegitiinasi penunjukan 

langsung pelaksana transportasi jamaah haji meski Pasal ini bertentangan 

dengan Pasal lain. Sedang dalam Keputusan Menteri Agalna No. 63 Tahun 

2013 tentang Penetapan Pelaksana Transportasi Udara Jamaah Haji Indonesia, 

103 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pedoman Pasal 19 Undang-Undang 
No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dun Persaingan Usaha Tidak Sehat 



Menteri Agama menetapkan PT. Garuda Indonesia dan Saudi Arabia Airlines 

sebagai pelaksana transportasi udara jamaah haji Tahun 1 4 3 4 H / 2 0 1 3 ~ . ' ~ ~  

Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan 

Jasa, juga dijelaskan untuk proses pengadaan barang dalam ha1 ini adalah 

pesawat haji harus dilakukan dengan mekanisme pelelangan terbuka. PT 

Gal-uda Indonesia dalam melayani pemberangkatan haji telah melakukan 

praktek monopoli dan bel-tentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 

tentang Penerbangan yang melarang praktek monopoli dalam Penyelenggaraan 

penerbangan. Dijelaskan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 

2009 Penyelenggaraan Penerbangan berdasarkan asas keadilan, keterbukaan 

dan anti monopoli untuk mewujudkan Penyelenggaraan penerbangan yang 

tel-tib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan 

lnenghindari praktek persaingan usaha tidak sehat.Io5 Praktek Monopoli yang 

dilakukan oleh Menteri Agama dalam pengadaan angkutan jamaah haji oleh 

Gaiuda melalui penunjukan langsung tanpa proses lelang umum, 

mengakibatkan jamaah haji membayar tarif penerbangan berpotensi lebih mahal 

karena tidak adanya perbandingan dengan penerbangan lain.'06 

Dalaln pengaturan penggadaan pesawat haji antara Undang-Undang No 

13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Peraturan Presiden No. 

70 Tahun 20 12 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan Undang-Undang No. 1 

'04 Lihat Keputusan Menteri Agama No 63 Tahun 2013 Tentang "Penetapa~l 
Pelalsana Tra17sporrasi Udara Jamaah Haji Indoizesia " 

105 Lihat Pasal ldan 2 Undang-Undang No 1 Tahun 2009 "Tentang Penerbangan". 
106 http:llwww.antaranews.comlberita/299407/hentikan-penunjukan-langsung- 

transportasi-haji,"Hentikan Pentrnjtrkan Langsung Transportasi Haji", akses 2 januari 2014 



Tahun 2009 tentang Penerbangan yang melarang praktek monopoli dalam 

penyelenggaraan penerbangan. Telah terjadi ketidak sesuaian diantara 

pengaturan sel-ta Undang-Undang yang satu dengan yang lain. 

Dalam ketetapan KPPU tidak boleh terjadi praktek monopoli jika dalam 

pelayanan transportasi ada infesiensi. Suatu produk dapat efisien dengan 

memenuhi beberapa hal, tingkat harga sama dengan biaya marginal secara 

ekono~ni dan tingkat produksi berada pada biaya rata per unit paling rendah. 

Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pasal 6 hui-uf (g) 

pelayanan transportasi jamaah haji yang dijelaskan dalam Pasal 21 ayat 1 

Pelayanan Transpoi-tasi Jamaah Haji berdasarkan penetapan Menteri dengan 

mempertimbangkan efisiensi, kualitas pelayanan, kepastian pelayanan, 

keselalnatan dan keamanan, sel-ta kepentingan. '07 

Dalarn Pasal 5 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa 

monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan 

atau pemasaran barang dan atau jasa mengusai hajat hidup orang banyak serta 

cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara diatur dengan Undang- 

Undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan 

atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pernerintah.'08 

lo' Lihat Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2012 tentang Pelaksa~iaa~~ U17daizg- 
Undang No 13 Tahtrn 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 

'08 Lihat Pasal 51 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Moi~opoli dun Persaingail Usaha Tidak Sehat. 



Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, bahwa Negara masih 

dimungkinkan memberikan hak monopoli atau pemusatan kegiatan produksi 

dan atau pemasaran barang dan jasa, yang sebelumnya ditetapkan atau diatur 

dengan Undang-Undang dan penyelenggaraannya akan diserahkan kepada 

badan usaha milik Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang atau 

badan lembaga lain yang dibentuk atau ditunjuk pemerintah berdasarkan 

Undang-Undang. Io9 

Pengunaan Garuda sebagai pelaksana dalam pengangkutan jainaah haji 

dan tidak ineinberikan peluang bagi pelaku usaha nasional inengakibatkan tidak 

adanya kompetisi harga dan harga menjadi inahal. Sedangkan kesempatan 

pengangkutan haji juga dapat diberikan kepada perusahaan penerbangan 

nasional lainnya yang ikut sei-ta bersaing menawarkan kualitas pelayanan dan 

tarif yang rasio inelalui proses yangfi~ii-, profesional dan transparan. 

Hal ini membuktikan bahwa penerbangan Gal-uda telah inelakukan 

praktek monopoli, dikemukakan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak 

Sehat yaitu peinusatan kekuatan ekonoini oleh satu atau lebih pelaku usaha 

yang mengakibatkan dikuasainnya produksi dan atau pemasaran atas barang 

dan atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan 

dapat merugikan kepentingan umum. Pihak yang melakukan pemusatan 

109 Rahmadi Usmani, op.cit., hlm72 



kekuatan ekonomi, pengadaan pesawat dalam pelaksanaan penerbangan 

penyelenggaraan ibadah haji dilakukan oleh pihak Garuda Indonesia Airlines. 

Perbandingan Garuda dengan maskapai lain yaitu, dengan rnaskapai Lion 

Air, Batavia dan Air Asia maskapai ini tidak dapat 1010s dalarn kompetisi 

pengangkutan jamaah haji disebabkan kedua maskapai tersebut tidak rnerniliki 

sertifikasi IOSA (I~zternntioizal Air Transport Associatio~z Operatio11 Safety 

Atidit). Sedang Garuda dan Saudi Arabian airlines merniliki IOSA yang 

merupakan syarat dalam pengangkutan jamaah haji. Adapun persyaratan untuk 

rnaskapai yang dapat digunakan dalarn pengangkutan jainaah haji adalah, 

pesawat yang dioperasikan minimal produksi Tahun 1995 ke atas kecuali 

boeing 747 minimal Tahun 1991, pesawat yang dioperasikan hams memenuhi 

standar kelayakan udara sesuai dengan peraturan penerbangan sipil negara asal 

pesawat didaftal; yang dibuktikan dengan surat kelayakan udara dan bukti 

perawatan berkala. Adapun perneriksaannya meliputi kondisi pesawat, 

pelaksanaan air ~:orthiness directive, komponen status, riwayat perawatan, 

dokumen-dokumen pesawat udara. Sedangkan jenis pesawat yang digunakan 

yaitu jellis pesawat Air Bus A330, A340, Boeing 747-400, 767-ER dan B-777 

dengan kapasitas ternpat duduk antara 325 - 455 penurnpang. 

Adapun pihak yang rnengalami dampak tidak baik dari tidak terjadinya 

pelelangan terbuka sei-ta praktek monopoli dalam penggadaan pesawat adalah 

jarnaah haji. Menjadikan jalnaah haji membayar biaya haji lebih mahal, sel-ta 

biaya haji menjadi tinggi. Jamaah haji dalarn penggunaan pesawat ini sebagai 



konsumen atau rakyat, tujuan utama dali kebijakan persaingan adalah 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun yang te~jadi pihak jamaah haji 

tidak mendapatkan kesejahteraan dari kebijakan persaingan. 

Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji, penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk 

memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya 

bagi jamaah Haji sehingga jamaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai 

dengan ketentuan ajaran agama ]slam. ' l o  

Dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dijelaskan "pelaku usaha 

dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya 

lainnya yang ineiljadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang 

dapat mengakibatkail terjadinya persaingan usaha tidak sehat". Kecurangan 

dalam menentukan biaya adalah salah satu strategi yang dijalankan oleh pelaku 

usaha untuk mematikan pesaingnya, yaitu dengan jalan menyatakan biaya 

produksinya tidak sesuai dengan biaya yang sesungguhnya. 

Dari ketentuan Pasal 21 pelaku usaha dilarang memanipulasi biaya 

produksi dan biaya lain yang nantinya akan diperhitungkan sebagai salah satu 

komponen harga barang, jasa, atau barang dan jasa yang akan dipasarkan 

kepada konsumen, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha 

110 Lihat Pasal 3 Undang-Undang No. 13 Tahuil 2008 Tentang "Peiiyeleilggarai~ 
Ibadah Haji ". 

' I '  Lihat Pasal21 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang "Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ". 



tidak sehat atau merugikan masyarakat. Adapun indikator yang diatur dalam 

Pasal2 1 dapat dikualifikasikan sebagai berikut: 

1. Terdapat penetapan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi 

komponen harga barang dan atau jasa 

2. Terdapat indikasi kecurangan atau sifat manipulatif dalam menetapkan 

biaya produksi 

3. Teijadi pengguasaan pasar sehingga terjadi persaingan usaha tidak 

sehat. 112 

Biaya penyelengg araan haj i yang ditetapkan oleh presiden tahun 

sebelumnya berdasarkan usulan Menteri Agama yang telah mendapatkan 

persetujuan dari DPR usulan biaya oprasional penyelenggaraan ibadah haji 

diajukan berdasarkan biaya tahun sebelumnya. Dengan demikian infoimasi 

besaran biaya praktis tidak ine~npe~timbangkan dorongan efisiensi yang bisa 

saja dilakukan oleh penyelenggara haji swasta. Tarif yang selama ini 

berdasarkan keterbatasan informasi, yang dikontruksikan oleh sistem ataupun 

regulasi penyelenggaraan haji yang masih diskriminatif (terhadap potensi 

ekonomi pasar yang sebenainya telah berkembang). Akibatnya tarif yang 

terbentuk berkeeenderungan untuk tei-us naik bahkan eksploitatlf. 

Dalam Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2010 tentang Biaya 

Penyelenggaraan Ibadah Haji, tidak adanya pengaturan secara jelas biaya mana 

112 Suyud Margono, H~rkirni Antinioilopoli, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hlln. 112 
"3 httpi/www.hukumonline.com/berita/baca~holl7151/Penyelenggaraan-haji-rentan- 

persaingan-usaha-tidak-sehat, "Penyelenggaraan Haji Rentan Persaingan Usaha Tidak Sehat ", 
akses 12 oktober 2013 



yang hams ditanggung oleh jamaah haji dan yang ditanggung oleh 1vegara.'l4 

Bagi jamaah haji yang menyetor biaya penyelenggaraan haji belum adanya 

penetapan dari pemerintah berapa besar biaya yang hams dibayar, serta BPIH 

tidak menjelaskan komponen-komponen yang hams dibayar oleh calon jamaah 

haji sebelum menyetorkan uang untuk tabungan haji. 

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

.> . 
Ibadah Haji, tidak mengatur secara jelas mana biaya yang hams dibayar oleh 

jamaah dan mana yang hams ditanggung oleh Negara. Bahkan dalam Undang- 

Undang ini seluruh pembiayan haji dibebankan pada jamaah melalui BPIH. 

Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 bahwa 

"Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, 

pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga 

jamaah haji dapat menunaikan ibadah sesuai dengan ketentuail ajarail againa 

islam". Dengan tidak adanya transparansi dalam penentuan biaya 

penyelenggaraan ibadah haji telah memunculkan kesan kental telah terjadi 

praktek pembisnisan haji, disebutkan bahwa Negara (Kementerian Agama) 

bertanggung jawab dalam penyelenggaran haji. Namun yang terjadi pelayanan 

dan perlindungan bagi jamaah haji yang diperoleh dari penyelenggaraan haji 

tidak didapat oleh para jamaah. 

Undang-Undang biaya operasional menjelaskan bahwa panitia dan 

petugas operasional penyelenggaraan haji, biaya penyelenggaraan dibebankan 

Lihat Peraturan Presiden No 51 Tahun 2010 "Tentang Biaya Penyelenggaraan 
Ibadah Haji ". 



pada anggaran Negara. Terlihat ada ketidakjelasan mana komponen yang 

ditanggung Negara dan calon jainaah haji. Biaya yang ditanggung Negara atau 

subsidi tersebut, bukan berasal dari anggaran Negara namun berasal dari 

anggsuran awal calon jamaah haji yang disetorkan melalui rekening 

Kementerian Agama). Dengan jarak yang jauh antara biaya yang disetorkan 

dengan pemberangkatan. Sedang calon jamaah haji menyetor sejumlah biaya 

yang sangat besar. Untuk haji reguler Tahun 2004 calon jamaah haji hams 

membayar sebesar Rp20 juta dan pada Tahun 2010 menjadi Rp25 juta. 

Menurut Michael Poi-ter dalam persaingan global suatu perusahaan dapat 

bertahan dan unggul hanya jika memiliki keunggulan atas biaya (cost based 

advantage) dan keunggulan produk (PI-oduct based advantage). Keungulan atas 

biaya mencerminkan perusahaan beroperasi secara efisien, dan keunggulan atas 

produk pei-tanda pei-usahaan senailtiasa melakukan penelitian clan 

pengembangan produk-produk baru inovatif. ' 
Tender (to put out conti-act) adalah inemborongkan pekerjaanlmenyuruh 

pihak lain untuk mengerjakan atau memborong pekerjaan seluruhnya atau 

sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh 

kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemborongan itu dilakukan. Dalaln 

pelaksanaan penawaran tender, tujuan utama yang ingin dicapai adalah 

memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawar, sehingga 

menghasilkan harga yang paling murah dengan output/keluaran yang optimal 

dan berhasil. Harga murah bukanlah semata-mata ukuran untuk menentukan 

115 Suhasril, Mohamrnad Taufik Makarao, op.cit.,hlm.40 



kemenangan dalam penggadaan barang dan atau jasa. Melalui mekanisme 

penawaran tender sedapat mungkin dihindarkan kesempatan untuk melakukan 

konspirasi di antara para pesaing, atau antara penawar dengan panitia 

penyelenggara lelang . 116 

KPPU memberikan pedoman tentang larangan perbuatan pelaku usaha 

yang bertujuan menghambat atau bertentangan dengan prinsip persaingan usaha 

yang sehat, antara lain seperti peinbatasan akses pasar, kolusi, dan tindakan lain 

yang bertujuan untuk menghilangkan persaingan. Perbuatan selain itu yang 

dapat berakibat kepada terjadinya persaingan usaha tidak sehat adalah tindakan 

persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, 

sebagaimana diatur dalain Pasal22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 "pelaku 

usaha dilarang dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan 

peinenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinnya persaingan usaha 

tidak sehat". ' l7 

Persekongkolan atau konspirasi adalah segala bentuk kerja sama di antara 

pelaku usaha, dengan atau tanpa melibatkan pihak selain pelaku usaha, untuk 

memenangkan persaingan secara tidak sehat. Dalain ha1 persekongkolan tender, 

praktik usaha tidak sehat ini dapat menyebabkan tesjadinya penggelembuilgan 

harga (mark-up) yang memberikan keuntungan berlebihan kepada pemenang 

116 Andi Fahmi Lubis, et.al, op. cit.,hlm 148 
'I7 Lihat Pasal 22 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang "Praktek Monopoli dun 

Persaingan Usaha Tidak Sehat " 



tender dan mengakibatkan inefisiensi yang merugikan Negara dan masyarakat 

luas. 118 

Persekongkolan dalam tender dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu 

persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan 

persekongkolan vertikal dan horizontal. 

1. Persekongkolan horizontal, merupakan persekongkolan yang terjadi 

antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama 

pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. 

Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan 

dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender. 

2. Persekongkolan vertikal, merupakan persekongkolan yang terjadi 

antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan 

jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang 

dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerja sama dengan 

salah satu atau beberapa peserta tender. 

3. Persekongkolan horizontal dan vertikal, merupakan persekongkolan 

antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa 

atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau 

penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua 

atau tiga pihak yang terkait dengan proses tender. Salah satu bentuk 

persekongkolan ini adalah tender fiktif, di mana baik panitia tender 

' I s  Suyud Margono, op.cit, hlm.112 



pemberi pekerjaan, maupun sesama para pelaku usaha melakukan 

suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup.'I9 

Dalam kegiatan penyelenggaraan haji yang terindikasi telah terjadi 

penyimpangan pada hukum persaingan usaha adalah, pengadaan alat kesehatan 

yaitu penggunaan vaksin meningitis untuk para calon jamaah haji. Pengadaan 

vaksin yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dilakukan dengan proses 

tender terbuka, namun hanya ada satu peserta tender dalam pengadaan vaksin 

yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan yaitu PT. Biofarma produsen vaksin 

(Glaxosmithkline) GSK asal Belgia telah inemenuhi persyaratan. Adapun 

persyaratan yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan tersebut adalah, mutu 

dan keamanan, serta telah terdafiar di Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(BPOM), dan produsen dapat ineilyediakail stok vaksin dengan juinlah banyak 

dalam waktu yang singkat. Sedangkan di Indonesia terdapat tiga produsen 

vaksin meningitis yaitu, Novartis dari Italia, Tian Yuan dari Cina dan 

Glaxosmithkline asal Belgia. Nainun kedua produsen vaksin Novaris dan Tian 

Yuan menurut Kementerian Kesehatan tidak dapat memenuhi persyaratan yang 

ditentukan. I2O 

Kementerian Kesehatan dalam melakukan penggadaan vaksin tidak 

sesuai dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 serta telah melakukan 

praktek monopoli. Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 

- - - 

119 Suhasril, Moha~nmad Taufik Makarao, op.cit.,hlm 69 
120 http://www.jurnalhaji.com/berita~pemerintah-putuskan-jamaah-haji-gunakan- 

vaksin-meningitis-dari-gsk/, "Pemerintah Puttrsan Jamaah Haji Gunakan Meningitis dari 
GSK", akses 2 januari 2014 



tentang pengadaan barang dan jasa, bahwa dalam rangka penggadaan barang 

atau jasa wajib diterapkan berbagai prinsip antara lain efisiensi, efektif, terbuka 

dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif, sel-ta akuntable.'*' 

Pengadaan vaksin yang dilakukan oleh kementerian kesehatan, 

merupakan persekongkolan horizontal yang melibatkan beberapa perusahaan 

yang beroperasi di bidang vaksin. Penawaran tender vaksin yang dilakukan 

tersebut dengan menetapkan persyaratan, sehingga tidak semua peserta tender 

yang bisa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Adapun persyaratan 

tersebut adalah; mutu dan keamanan vaksin, serta vaksin telah terdaftar di 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan produsen dapat 

menyediakan stok vaksin dengan jumlah banyak dalam waktu yang singkat. 

Persyaratan hanya untuk melakukan efisiensi menyeluruh, temyata justru 

persyaratan lnelnpersempit peluang usaha bagi setiap peserta tender laiimya, 

yang mengakibatkan para pesei-ta tender sulit untuk memasuki pasar atau sulit 

inengikuti kegiatan tender. Pencantuman spesifikasi teknis, jumlah, mutu, dan 

atau waktu penyerahan barang yang akan ditawarkan atau dijual atau dilelang 

yang hanya dapat disuplai oleh satu pelaku usaha tertentu saja. Persyaratan 

yang ditetapkan secara sepihak sehingga meniinbulkan diskriminasi pada salah 

satu pelaku usaha. 

Indikasi persekongkolan pada saat pembuatan persyaratan untuk 

mengikuti tender iltau lelang pada penggadaan vaksin haji, adanya persyaratan 

121 Lihat Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang "Pengadaan Barang dan 
Jasa" 



tender atau lelang yang mengarah pada pelaku usaha yaitu PT. Biofarma 

produsen vaksin (Glaxosmithkline) GSK asal Belgia terkait dengan sertifikasi 

barang, mutu, kapasitas dan waktu penyerahan yang hams dipenuhi. 

Dalam pengadaan vaksin penyelenggaraan haji yang dilakukan oleh 

Kementerian Kesehatan dengan melimpahkan kepada pihak lain, yaitu 

Kementerian Kesehatan meiupakan lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian 

Againa nainun terjadi peliinpahan hak monopoli dari Kementerian Againa 

kepada Kementerian Kesehatan. Pelimpahan hak monopoli Kementerian 

Kesehatan kepada pihak lain tidak dapat dibenarkan, sebagailnana yang 

dijelaskan pada Pasal51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. 

Kebijakan pemerintah sehubungan dengan pengadaan atau tender barang 

atau jasa, yaitu untuk lneningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, dalain 

rangka ineinperluas kesempatan atau lapangan kerja dan menngembangkan 

industri dalam 'negeri, meningkatkan peran serta usaha kecil dan menengah, 

inenuinbuh kembangkan peran sei-ta usaha nasional. Peinerintah peslu publikasi 

atau pengumurnan secara terbuka atau transparan rencana pengadaan kepada 

inasyarakat maupun pelaku usaha yang beiminat dalain kegiatan penggadaan 

barang atau j asa. 

B. Penyelenggaraan Haji Yang Sesuai Dengan Hukum Persaingan Usaha. 

Dalarn iklim berusaha yang monpolistik dan tidak sehat, akan melahirkan 

inefisiensi ekonomi yang tinggi dan mengakibatkan terjadinya pemborosan 

terhadap sumber daya ekonomi, sehingga merugikan kepentingan umum 



apalagi diciptakan dan didukung oleh pemerintahan, ha1 ini mematikan jalannya 

mekanisme pasar yang sehat dan bersaing. 

Menumt Normin S.Pakpahan, persaingan usaha dapat berbentuk 

persaingan sehat (prefect competition) dan persaingan tidak sehat (imperfect 

competition).'22 

Persaingan sehat (prefect competition) diantaranya: 

a. Menjamin persaingan dipasar yang inheren dengan pencapaian 

efisiensi ekonomi di semua bidang kegiatan usaha dan perdagangan 

b. Menjamin kesejahteraan konsumen serta melindungi kepentingan 

konsumen 

c. Membuka peluang pasar yang seluas-luasnya dan menjaga agar tidak 

terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu 

Pokok-pokok tentang persaingan, pel-saingan hanya akan bisa 

menjalankan fungsinya dengan baik apabila persaingan itu terjadi sedemikian 

rupa, sehingga tidak terjadi persaingan secara curang yang justru ineiugikan. 

Persaingan merupakan variabel yang dependen. Ia bisa bergerak dinamis dan 

berubah-ubah sesuai dengan faktor-faktor yang mempengamhinya, teimasuk 

kebijakan pemerintah. 123 

Pemberdayaan potensi ekonomi nasional dengan mengikutsertakan 

pelaku usaha nasional perlu dikedepankan dalam penyelenggaraan haji. 

122 Suhasril, Moharnmad Taufik Makarao, op.cit.,hlrn.42 
133 Arie siswanto, op.cit, hlrn. 18 



Mekanisme yang perlu dilakukan competition for the market diadopsi dalam 

rangka untuk mengedepankan kualitas pelayanan yang terbaik dengan harga 

atau biaya yang rasional. Implementasi competition for the market yang selama 

ini dijalankan pemerintah dalam segenap pelaksanaan penyelenggaraan ibadah 

haji masih bersifat diskriminatif. 

Penyelenggaraan pengadaan pesawat haji, yang dipersepsikan oleh 

Menteri Agama selama ini tidak cukup bijak untuk dapat dijadikan alasan untuk 

tidak membuka kompetisi dalam penyelenggaraan pesawat untuk jamaah haji 

Indonesia. Sebagaimana telah ditunjukkan pada Tahun 1999, dampak dari 

pengikutsertaan perusahaan pesawat penesbangan selain PT Gai-uda Indonesia, 

yaitu pesawat Saudi Arabian Airlines, dalam pengangkutan haji, salah satunya 

dapat ditekankan tasif angkutan haji, sehingga signifikan beipengai-uh dalain 

penetapan komponen biaya perjalanan haji yang sebagian besas mei-upakall 

biaya pesawat haji. 

Seharusnya pelaku usaha nasional bisa dipresentasikan juga melalui 

perusahaan nasional dalam ai-ti yang lebih luas, yang mampu menawarkan 

kualitas pelayanan yang terbaik dengan harga yang efisien. Dengan kebijakan 

penyelenggaraan haji dimana tarif haji tetap menjadi kewenangan pemerintah, 

maka mekanisme pembentukan besaran tarif dimaksud melalui mekanisme 

competition for the market dengan membuka akses pasar yang tidak 

diskriminatif. Namun jika pada akhirnya pei-usahaan BUMN yang kemudian 

berhasil memenangkan kompetisi, maka ha1 tersebut setidaknya akan menjadi 



pemicu bagi perusahaan penerbangan nasional lainnya untuk memperbaiki 

manajemen usahanya sehingga dapat lebih efisien lagi untuk dapat 

memenangkan kompetisi. 

Penyelenggaraan haji yang sesuai dengan hukum persaingan usaha 

adalah, dalam proses pengadaan pesawat haji dilakukan melalui proses lelang 

tesbuka sehingga harga dan pelayanan penerbangan haji akan menjadi lebih 

kompetitif. Dalam penentuan tarif yang riil, perlu melibatkan pihak swasta 

dalam menentukan biaya haji. Sebagai bentuk apresiasi untuk menciptakan 

transparansi dan efisiensi dalain penyelei~ggaraan haji di Indonesia. 

Pemerintah dalaln ketetapan inengenai tarif haji dipesoleh dari 

mekanisme persaingan yailg tidak disluiminatif. Mekanisine con~petitior~ for the 

nznrket haius dilakukan dengan mengikutsei-takan swasta nasioilal dalam pasar 

bersangkutan yang sama. Dalam penyelenggaraan angkutan jamaah haji perlu 

diupayakan pembukaan akses pasar dengan keikutsertakan perusahaan- 

perusahaan penerbangan nasional. Melaksanakan mekanisme tender sehingga 

transparan dan atau mendorong kerjasama ekonomi (swasta nasional-swasta 

Arab Saudi) sehingga dapat melnperluas peran sel-ta swasta nasional dalam 

penyediaan jasa penyelenggaraan ibadah haji. 

Efisiensi tarif jasa penyelenggaraan haji secara berangsur-angsur perlu 

didorong dengan instrument kebijakan cost redzlction yang terprogram secara 

baik seiring dengan dinamika dan pertumbuhan pasar. Setiap komponen biaya 



penyelenggaraan ibadah haji diorganisasikan oleh badan pelaksana ibadah haji 

dengan mengimplementasikan mekanisine competition for the market secara 

transparan dan tidak diskriminatif. 

Para pihak pelaku usaha penyelenggara monopoli dan atau pemusatan 

kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau 

jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang sesuai dengan Pasal 5i  

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. 

1) Diselenggarakan oleh BCTMN 

2) Diselenggarakan oleh BUMN dan badan yang dibentuk pemerintah 

3) Diselenggarakan oleh BUMN dan lembaga yang dibentuk pemerintah 

4) Diselenggarakan oleh Badan yang dibentuk pemerintah 

5) Diselenggarakan oleh Leinbaga yang dibentuk pelnerintah 

6) Diselenggarakan oleh BUMN dan badan yang ditunjuk pemerintah 

7) Diselenggarakan oleh BUMN dan lembaga yang ditunjuk peinerintah 

8) Diselenggarakan oleh Badan yang ditunjuk pemerintah 

9) Diselenggarakan oleh Lembaga yang ditunjuk pemerintah124 

Adapun dalam penyelenggaraan ibadah haji pelaku monopoli dalam 

penyelenggaraan diantaranya; Garuda Airlines dalam bidang transportasi. 

Pengadaan pesawat pada pihak Garuda yang merupakan perusahaan BUMN 

yang dibentuk oleh pemerintah. Merupakan pemusatan kegiatan yang dengan 

124 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pedoman Pasal 51 Undang-Undang 
No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 
13 



produksi dan atau pemasaran barang dan atu jasa yang menguasai hajat hidup 

orang banyak, yang sesuai dengan Pasal 5 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. 

Kementerian Agama dalam penggadaan pesawat yang dilakukan oleh Garuda, 

mei-upakan pengadaan pesawat yang diselenggarakan oleh BUMN yang 

ditunjuk oleh pemerintah Kementerian Agama sebagai pemegang hak monopoli 

sesuai dengan Undang-Undang penyelenggaraan ibadah haji. Tidak terjadi 

beilturan dengan penjelasan dalam pedoman pelaksanaan Pasal 51 Undang- 

Undang No. 5 Tahun 1999. 

Kualifikasi kegiatan yang boleh dimonopoli dan atau pemusatan 

kegiatan dapat dilakukan Negara terhadap kegiatan yang berkaitan dengan: 

1. Produksi dan atau pemasaran barailg atau jasa yang menguasai hajat 

hidup orang banyak 

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara 

Barang atau jasa dalam penyelenggaran haji yang digunakan oleh para 

jamaah diantaranya; alat transportasi, akomodasi, kateiing, alat kesehatan, dan 

give away. Dalam penyelenggaraan ibadah haji ini sebagai produksi barang atau 

jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak, sebab dalam penyelenggaraan 

haji oleh umat muslim ini yang berhubungan dengan ibadah antara umat dengan 

Tuhannya. Sehingga Undang-Undang penyelenggaraan haji memberikan 

kewenangan penuh kepada pemerintah dalam seluruh rangkaian 

penyelenggaraan haji. 



Monopoli oleh pemerintah dalam penyelenggaraan haji, dalam 

pelaksanaannya pemerintah (Kementerian Agama) menerbitkan peraturan 

pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 

penyelenggaraan ibadah haji. Yang menunjuk para pelaku usaha untuk 

menyelenggarakan monopoli dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pemberian 

hak monopoli kepada pelaku usaha atas penyelenggaraan ibadah haji yang 

diatur dengan Undang-Undang adalah tidak berbenturan dengan apa yang 

dimaksud di dalam pedoman pelaksanaan Pasal 51 Undang-Undang 1Vo. 5 

Tahun 1999. 



BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan urain yang peneliti jelaskan, maka secara umum dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan kriteria yang diatur dalam Pasal 5 1 Undang-Undang No. 

5 Tahun 1999, monopoli diperbolehkan, namun praktek monopoli 

dilarang. Adanya indikasi praktek monopoli dalam penyelenggaraan 

haji oleh para pelaku usaha tidak menjadikan penyelenggaraan dan 

pelayanan haji Indonesia menjadi lebih murah. Permasalahan- 

pe~masalahan banyak muncul, mengindikasikan ketidakprofesionalan, 

ketidakmampuan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji. 

Dalam penyelenggaraan .haji kegiatan yang tidak sesuai dengan hukum 

persaingan usaha adalah, pengadaan vaksin oleh kementerian 

kesehatan, pengadaan vaksin yang diikuti oleh tiga pelaku usaha 

dengan adanya persyaratan dalam pengadaan vaksin manigitis ini 

hanya mengindikasi pada salah satu pelaku usaha. Yang seharusnya 

pengadaan ini dapat diikuti oleh pelaku usaha lain. Adapun syarat yang 

ada adalah: mutu, keamanan, terdaftar di BPOM, dapat menyediakan 

vaksin dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. 



Penunjukan garuda sebagai salah satu pelaksana penyelenggaraan haji 

mengakibatkan penguasaan dalam pengadaan pesawat haji, dengan 

mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk dalam pengadaan 

pesawat haji. Tidak adanya perbandingan dengan penerbangan lain 

mengakibatkan jamaah haji membayar biaya haji menjadi mahal. 

Karena manajemen monopolistik yang selama ini dijalankan tidak 

cukup memberikan informasi bahwa pola yang demikian telah 

mengakibatkan penyelenggaraan haji tidak optimal dan sering kali 

merugikan j amaah haj i. 

2. Pasal5 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan; monopoli dan 

pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau 

pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang 

banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara diatur 

dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik 

Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh 

pemerintah. Dalam penyelenggaraan ibadah haji ini berkaitan dengan 

jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak yaitu jamaah haji, yang 

dilakukan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan 

pedoman pelaksanaan Pasal51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. 

Dalam penyelenggaraan yang sesuai dengan hukum persaingan usaha 

adalah dalam kegiatan pengadaan pesawat haji, yaitu dalam pengadaan 

ini tidak terindikasi pelanggaran pada Pasal 51 Undang-Undang No. 5 

Tahun 1999. 



Sebab pengadaan pesawat ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

para jamaah haji dalam melaksanakan ibadah kepada tuhan, yang 

dilakukan langsung oleh pemerintah sesuai Pasal 34 Undang-Undang 

No. 13 Tahun 20008 dan diselenggarakan oleh BUMN. Dan dilakukan 

sesuai dengan pasal5 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. 

Dalam penyelenggaraan haji di Indonesia mekanisme yang perlu 

dilakukan adalah competition for the market, dalam penggadaan pesawat 

haji, komponen biaya penyelenggaraan haji yang jelas dan transparan 

dan pengadaan vaksin haji yang dilakukan dengan kompetisi tidak 

sehamsnya dilakukan dengan ada persyaratan yang tidak dapat 

dilakukan oleh para pelaku usaha lain. Dengan tujuan untuk 

mengedepankan kualitas pelayanan yang terbaik dengan biaya yang 

rasional. Penyelenggaraan haji dilakukan secasa efisian serta tidak 

adanya diskriminasi pada para pelaku usaha. 

B. SARAN 

1. Dalam penyelenggaraan haji di Indonesia, Pemerintah (Kementerian 

Agama) tidak bersifat diskriminatif terhadap pelaku usaha nasional 

maupun pelaku usaha luar. Penyelenggaraan haji dilakukan secara 

transparan dan akuntabel. Sehingga tidak terjadi penyimpangan 

terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

ibadah haji. 



2. Praktek yang terjadi dalam penyelenggaran ibadah haji selama ini, 

perlu dilakukan perbaikan kebijakan yang dapat mendapatkan apresiasi 

dari semua pihak dalam rangka mewujudkan pelayanan 

penyelenggaraan ibadah haji menjadi optimal dan efisien bagi para 

jamaah. 
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